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ABSTRAK

Skripsi dengan Judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 83/Pdt.G/2019/PTA.Sby Atas
Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 1749/Pdt.G/2018/PA.Thn
Tentang Izin Poligami” memiliki latar belakang atas permohonan izin poligami
yang ditolak oleh Pengadilan Agama dan dilajutkan ke tingkat Banding.

Penelitian menggunakan metode studi pustaka (library research) adapun
data penelitiannya dihimpun melalui studi dokumentasi (literature study).
Selanjutnya, data-data yang sudah dihimpun tersebut, diolah serta dianalisis
dengan menggunakan teknik kualitatif deskriptif analisis, dengan menjawab
pertanyaan pertama, yakni terkait bagaimana analisis Putusan Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya atas Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor:
1749/Pdt.G/2018/PA.Thn tentang izin poligami, beserta yang kedua yaitu
bagaimana analisis hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya Nomor: 83/Pdt.G/2019/PTA.Sby atas Pembatalan Putusan Pengadilan
Agama Tuban Nomor: 1749/Pdt.G/2018/PA.Thn.

Hasil penelitian menjelaskan bahwasanya: pertama, dalam putusan PTA
Surabaya mengizinkan Pembanding untuk melakukan poligami sebab telah
terpenuhinya syarat alternatif dan komulatif dengan keterangan dan kesaksian
yang berperkara serta saksi untuk melangsungkan poligami, adapun putusan PA
Tuban menolak dengan sebab syarat alternatif tidak terpenuhi serta syarat
komulatif dimana penghasilan Pemohon tidak sesuai standart KHL (Kebutuhan
Hidup Layak) seorang lajang di Kab. Tuban apabila hendak berpoligami.
Kedua,Analisis hukum islam pada putusan PTA Surabaya yakni mengabulkan
banding untuk mengizinkan poligami dengan merujuk pada dalil kaidah fikhiyah
yang artinya ‘“Pelayan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan
kemaslahatan” sebagai naungan bagi masyarakat dalam mencari kemudahan atas
hukum maupun atas kemaslahatannya. Dalam putusan PA Tuban menolak
permohonan izin poligami serta memberikan dalil kaidah fikhiyah yang artinya
“Menolak kemafsadatan itu lebih utama dibandingkan dengan meraih
kemaslahatan itu sendiri” yang dikhawatirkan tidak terpenuhinya keluarga yang
harmonis.

Berlandaskan pada hasil penelitian yang tertera, saya memberikan saran:
bahwasanya sebagai instansi pemerintah yang tugasnya menaungi masyarakat
haruslah menetapkan ketentuan hukum dengan mendahulukan kesejahteraan
warga negaranya.

Vi
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perkawinan ialah suatu rangkaian dari syariat Islam, yang tidak dapat
dibantah baik secara akidah maupun akhlak yang diajarkan. Menukil atas
pendapat Sajuti Thalib dengan menguaraikan, bahwa perkawinan merupakan
suatu ikatan perjanjian yang kokoh dan kuat berlandaskan kesucian dalam
menjalani kehidupan bersama dengan keabsahan, antara satu orang laki-laki
dengan satu orang perempuan yang hendak membangun keluarga dimana
saling menyantuni, menyayangi, dan saling mengasihi. * Sehingga dapat
dipahami suatu perkawinan itu hendaknya membawa kebahagiaan, baik bagi
suami ataupun isteri serta berlaku bagi masyarakat secara umum. Besarnya
nilai kebaikan, haruslah lebih besar dari pada keburukan yang akan
ditimbulkan.?

Suatu ikatan lahir batin perkawinan sebuah keterikatan hukum baik satu
orang laki-laki bersama satu orang perempuan, dengan hidup berdampingan
sebagai suami isteri. Ikatan tersebut dimaksud sebagai ikatan yang bersifat
nyata dan sakral saat menjalani kehidupan, sehingga i’tikad yang baik
sangatlan diperlukan dalam menjalankannya tanpa adanya niatan

memepermainkan perkawinan. Sebagaimana yang telah diajarkan dalam Islam

1 M. Idris Ramulyo, Tinjauan beberapa Pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum
Perkawinan Islam (Jakarta: Ind-Hillco, 1986), 1.
% Haifa A. Jawad, Otentitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Atas Kesetaraan Jender, terj.

Hudalloh Asmudi, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2002),105.



bahwasanya perkawinan adalah suatu ikatan ataupun perjanjian yang sangat
erat, sebagaimana termaktub pada firman Allah SWT dalam Al-Qur’an yakni
surat An-Nisa’ ayat 21:
Uade s a&is (3AT5 (i ) sl Ladl 285 43,0406 <5
“Bagaimana bisa kamu hendak mengambilnya lagi, padahal beberapa

dari kamu telah bercampur dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan
mereka isteri-isterimu telah mengambil dari kamu kuatnya perjanjian”.*

Berniat meraih nilai sakinah mawaddah warahmah bisa merasakan
anugerah kehidupan, yang merupakan dari maksud utama pada perkawinan.
Seperti halnya dengan tujuan reproduksi atau disebut dengan pemenuhan
biologis, dengan tujuan menjaga diri yang bernilai ibadah, secara sendirinya
tentu dapat tercapai sebuah cinta dan kasih ataupun ketenangan jiwa. Dimana
yang dimaksud dengan terkait dengan tujuan-tujuan lainnya, hanya sebagai
pelengkap dalam terpenuhinya tujuan utama tersebut.’

Meskipun di Indonesia perkawinan yang berprinsipkan monogami,
pada kenyataannya ada beberapa kalangan masyarakat yang menjalankan
poligami dengan mempunyai isteri lebih dari seorang. Perkawinan seperti ini
dalam masyarakat termasuk permasalahan yang dilematis, karena pada satu
sisi, pelaksanaan poligami dinilai sebagai suatu jalan keluar, sedangkan di sisi
lain poligami justru dinilai sebagai bentuk permasalahan.

Poligami bukanlah suatu keharusan bagi umat beragama Islam, juga

sebaliknya bukan sebuah larangan, akantetapi Islam memberikan kesempatan

! Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan (Bandung: CV. Diponegoro, 2012), 63.
Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1; Dilengkapin Perbandingan UU Negara Muslim
Kontemporer (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2013), 43.



dimana bukan sekedar sebagai ajang coba-coba ataupun trend kekinian.
Poligami adalah rahmat Allah SWT untuk jalan alternatif untuk mereka yang
memiliki masalah dalam menggapai tujuan perkawinan yang didambakan.

Jika dikulik pada sejarahnya, poligami bukan termasuk kedalam suatu
yang baru terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Persoalan poligami pada
umumnya sudah dikenal oleh masyarakat secara luas, dan dalam kajian Islam
telah diberikan sebuah kemungkinan menjalani poligami. Sepanjang pada saat
melaksanakannya sesuai, dengan terpenuhinya syarat dan ketentuan yang
sudah diatur.

Islam menghukumi terkait poligami sebagai suatu perbuatan yang
dibolehkan, tentunya dengan pemenuhan segenap persyaratan yang berlaku.
Selaras dengan yang dijelaskan pada kalam Allah SWT dalam Al-Qur’an
yakni surat An-nisa’ ayat 3:

e sled) e 280 Ol G LASSG et o kS YT s B0

[d

o ;fi’; G e by

“Dan jika kamu khawatir tidak akan bisa bersikap adil baik terhadap
(hak-hak) perempuan yang yatim (apabila kamu menikahinya), maka
nikahilah perempuan lainnya yang kamu sukai: baik itu dua, tiga ataupun
(batas maksimal) empat. Kemudian apabila kamu khawatir tidak akan
bisa bersikap adil, maka (menikahlah) dengan seorang saja, atau hamba
sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada
tidak berbuat dzalim.

® Ibid., Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan.., 61.



Ayat ini menegaskan bahwa selain batasan untuk berpoligami ada
syarat yang wajib yang dibebankan untuk suami, dimana harus bisa bersikap
adil atas isteri-isterinya. Berkenaan dengan keadilan yang dibebankan kepada
suami, mencakup kedalam segala hal kesejahteraan atau nafkah lahir maupun
batin terhadap isteri-isterinya.

Perdebatan dalam hal ini tidak dikalangan ahli hukum saja, akan tetapi
juga pada masyarakat dan tokoh-tokoh. Maka secara jelas arti sebuah keadilan
sebagai prinsip yang mendasar, dalam pembahasan kesejahteraan atau nafkah
pada poligami. Di Indonesia mengamini aturan mengenai poligami yang
tertera pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) menguraikan:

1. Sang suami yang berkeinginan memiliki isteri lebih dari satu haruslah
memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

2. Dalam mengajukan izin untuk berpoligami yang dimaksudkan oleh ayat
(1) dilaksanakan selaras dengan tahapan sebagaimana yang tertera pada
Bab VIII dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun1975.

3. Perkawinan yang dilaksanakan bersama isteri kedua, ketiga maupun
keempat tanpa melalui proses dalam memperoleh izin dari Pengadilan
Agama, dinyatakan tidak adanya kepastian hukum.

Terkait dengan perizinan poligami bagi pihak yang berperkara
khususnya, pemohon diharuskan mengajukan permohonan izin poligami
ditujukan kepada Pengadilan Agama, selanjutnya akan melalui proses
pemeriksaan dan sidang. Kemudian Pengadilan Agama mengadili apakah

permohonan tersebut bisa dikabulkan atau tidak berlandaskan ketentuan yang



berlaku. Kasus yang seperti ini, pentingnya peran hakim untuk mengambil
pertimbangan yang sangat matang. Tentunya Majelis Hakim mempunyai suatu
dasar pertimbangan hukum yang bisa dipakai sebagai rujukan atas putusan
yang diadili.

Seperti perkara yang terdaftar pada Pengadilan Agama Tuban dimana
Majelis Hakim dalam putusan menolak permohonan Pemohon untuk
melangsungkan poligami, pada putusan nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn
terkait izin poligami. Berdasarkan amar putusannya Pengadilan Agama Tuban
menolak permohonan Pemohon dalam melaksanakan poligami, dengan salah
satu alasan bahwa Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk seorang lajang di
wilayah Kabupaten Tuban tahun 2018 adalah senilai Rp 2.650.000 (dua juta
enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya. Adapun penghasilan
Pemohon sebagai Wiraswasta, setiap bulannya mendapatkan sebesar Rp.
5.000.000 (lima juta rupiah) hingga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Dalam kasus semacam ini pemohon kemudian mengajukan beberapa
dalil-dalil permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,
setelah memeriksa serta mempelajari memori banding tersebut Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya menjatuhkan putusan nomor 83/Pdt.G/2019/PTA.Sby
yang berisikan pembatalkan putusan nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Thn.
Sehingga pada putusan tersebut pada amarnya Majelis Hakim Tingkat
Banding mengabulkan dalil-dalil pemohon serta memberi izin poligami.

Dengan contoh kasus yang diatas penulis akan mengangkat bahasan

dengan mengkaji dan dituangakan dalam bentuk penulisan skripsi, yang



diangkat dengan judul: Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan

Tinggi Agama Surabaya Nomor 83/Pdt.G/2019/PTA.Sby Atas Pembatalan

Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn Tentang

Izin Poligami.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah
Berdasar pada ulasan latar belakang tersebut, maka muncul beberapa
permasalahan pokok yang bisa di inventarisasikan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tuban menolak permohonan izin
poligami dalamPutusan Nomor: 1749/Pdt.G/2018/PA.Thn.

2. Syarat-syarat poligami di Indonesia.

3. Pertimbang Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

4. Standar pemberian nafkah bagi suami yang berpoligami.

5. Kriteria kemampuan nafkah sebagai syarat poligami.

6. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya Nomor 83/Pdt.G/2019/PTA.Sby Atas Pembatalan Putusan
Pengadilan Agama Tuban Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn Tentang lzin
Poligami.

C. Rumusan Masalah
Dalam memberikan kemudahan jawaban atas beberapa permasalahan
yang telah diulas tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagaimana

berikut ini:



1. Bagaimana analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor
83/Pdt.G/2019/PTA.Sby atas pembatalan Putusan Pengadilan Agama
Tuban Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Thn Tentang Izin Poligami.

2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya Nomor 83/Pdt.G/2019/PTA.Shy atas pembatalan
Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Thn
Tentang Izin Poligami.

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka disini sebagai dasar deskripsi terkait penelitian maupun
kajian yang terdahulu sudah pernah dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya,
sehingga terdapat kejelasan bahwa kajian ini ialah bukan dari duplikasi atau
pengulangan atas penulisan terdahulu. Penulis menemukan beberapa penelitian
yang juga mengkaji tentang poligami tetapi terdapat perbedaan dengan kajian
yang penulis sedang teliti. Adapun penelitian terdahulu yang dimaksud antara
lain:

1. Nurfaidah NIM.10500113159, Skripsi tahun2017 “Tinjavan Yuridis
Putusan Izin Poligami Berdasar pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 mengenai Perkawinan serta Pada Kompilasi Hukum Islam (Studi
Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa berkedudukan di Kabupaten
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Gowa)”.” Skripsi ini menganalisis terkait pertimbangan hukum hakim atas

diberikannya izin poligami oleh Pengadilan Agama Sungguminasa

* Nurfaidah, Skripsi “Tinjauan Yuridis Putusan lzin Poligami Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan
Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa),” (Skripsi—UINAlauddin Makassar, 2017).



Kabupaten Gowa, adapun pertimbangan hakim saat memutus
kasuspengajuan izin poligami ialah berlandas pada dalil-dalil maupun
bukti konkrit dari pemohon, dengan berlandas pada Al-qur’an dimana
merupakan sumber hukum Islam besert memakai Undang-Undang, yang
digunakan ialah alasan-alasan yang termaktub pada pasal 4 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974. Beralasan sesuai dengan tujuan
poligami yang bersifat alternatif, di samping pula dilihat dari sudut
keadaan pemohon apabila tidak mendapatkan izin  poligami
dikhawatirkanakan menempuh perilaku yang tidak diperbolehkan oleh
agama misalnya dengan berzina, dengan itu majelis hakim tetap
memberikan pertimbangannya sesuai dengan ketentuan ataupun
persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengabulkan izin poligami.
Kesamaan pada skripsi ini dengan penelitian yang dikaji penulis ialah
memiliki kesamaan yakni meneliti terkait persyaratan izin poligami pada
putusan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama, sedangkan
perbedaan atas kedua penelitian ini ialah penelitian saya mengarah ke dua
putusan yang berbeda mengenai izin poligami yakni pertama putusan
Pengadilan Agama yang menolak perizinan poligami dan Putusan
Pengadilan Tinggi Agama yang membatalkan Putusan pertama dan
memberikan izin poligami.

. Ulinnuha NIM: 102321029, Skripsi Tahun 2015. “Permohonan Izin
Poligami Sebab Calon Isteri Kedua Hamil Di Luar Nikah (Studi Analisis

Putusan Nomor: 1051/Pdt.G/2012/PA.Amb dan Nomor:



0520/Pdt.G/2011/Purbalingga. ® Skripsi ini menganalisis bahwa Akibat
hukum yang ditimbulkan atas dari putusan Nomor
1051/Pdt.G/2012/PA.Amb yakni permohonan izin poligami yang
dilayangkan antara pemohon dengancalon isteri kedua dimana sedang
mengandung anak diluar nikah, dalam melaksanakan perkawinan selaras
dengan hukum perkawinan di Indonesia. Setelah dibolehkannya
berpoligami serta melangsungkan perkawinan, demikian pula akan timbul
akibat hukum atas perkawinan seperti hak dan kewajiban suami isteri,
harta gono gini dalam berumah tangga serta terkait dengan status anak.
Disamping itu Putusan Nomor 0520/Pdt.G/2011/PA.Pbg menimbulkan
akibat hukum yakni dengan tidak dapat dikabulkannya permohonan izin
poligami yang diajukan oleh Pemohon. Akibat yang terdapat pada putusan
tersebut bahwasannya antara pemohon dengan calon isteri kedua yang
telah mengandung 5 bulan tidak dapat dinikahi secara sah pada hukum
perkawinan di Indonesia. Hal ini menyebabkan nasab anak yang
dikandung oleh Calon Isteri Kedua akan ikut dengan ibunya ataupun
kelurga dari ibunya. Kesesuaian ini telah tertuai pada pasal 43 ayat (1) UU
No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan. Persamaan skripsi ini dengan
penelitian saya diantaranya mengenai dua putusan Pengadilan yang
berbeda, sedangkan perbedaan dengan penelitian saya adalah penelitian

mengenai tentang izin poligami.

% Ulinnuha, Skripsi “Permohonan Izin Poligami Karena Calon Isteri Kedua Hamil Di Luar Nikah
(Studi  Analisis Putusan  Nomor:  1051/Pdt.G/2012/Pa. Ambarawa dan  Nomor:
0520/Pdt.G/2011/Pa.Purbalingga),” (Skripsi--Stain Purwokerto, 2015).
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3. Muhammad Najmul Walid NIM: 132111064, Skripsi tahun 2017.
“Analisis Izin Poligami Di PA (Studi Putusan Hakim Terkait Izin Poligami
di PA Semarang Tahun 2016)”. ° Karya tulis ini meneliti tentang
implementasi terhadap ketentuan beserta syarat atas poligami di
Pengadilan Agama Semarang yang bersifat tidak tegas. Hal tersebut
disebabkan adanya latar belakang maupun kondisi yang berseberangan
dengan peraturan yang telah disahkan. Jika di dalam suatu kasus yang
diperiksa tidak terpenuhinya syarat alternatif, hakim dalam memberikan
pertimbangannya, bisa berpandangan pada syarat kumulatifnya. Syarat
alternatif yang tidak terpenuhi, akan berimbas pada putusan pengadilan
yang tidak akan mengizinkan seseorang saat mengajukan permohonan izin
poligami. Dengan kemudian, akan menjadikan hakim melakukan
ijtihadnya dengan keluar dari bahasan undang-undang dan akan
menempuh penafsiran atau contra legem sebagaimana yang telah diuraikan
di dalam pasal 1UU No. 4 Tahun 2004 Terkait Kekuasaan Kehakiman, dan
pasal 5 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun
persamaan dari skripsi saya dengan karya tulis tersebut ialah sama-sama
dalam meneliti mengenai perizinan poligami dalam Pengadilan Agama dan
perbedaannya penelitian saya lebih mengarah pembatalan putusan serta

perizinan poligami.

® Muhammad Najmul Wahid, Skripsi “Analisis Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Studi
Putusan Hakim Tentang Izin Poligami di PA Semarang Tahun 2016),” (Skripsi--UIN Walisongo
Semarang, 2017).
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4. Nurul Ismi RohmatikaNIM: 13350070, Skripsi tahun 2017. “Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Menolong Perawan
Tua  (Studi  Putusan  Pengadilan  Agama  Bantul =~ Nomor
644/Pdt.G/2016/PA.Btl). ” Skripsi ini meneliti tentang tinjauan hukum
normatif dengan berdasar pada pertimbangan Majelis Hakim ketika sedang
memeriksa kasus izin poligami No. 644/Pdt.G/2016/PA.Btl terkait
kesesuaiannya dengan hukum Islam, selama tidak adanya pertentangan
dengan al-Qur’an maupun Hadis.Penerapan hukum yang tertuai pada
kasus ~ permohonan izin poligami dengan No. perkara
644/Pdt.G/2016/PA.Btl.  pertama masyarakat akan beranggapan
bahwasanya poligami pada kenyataannya dipermudah hanya dengan
mengajukan permohonan izin ke Pengadilan tanpa adanya alasan yang
dibatasi, tentunya hal tersebut berseberangan dengan asas monogami
dalam pernikahan di Indonesia, serta tidak terdapat unsur darurat yang
melatarbelakangi izin poligami bisa  dikabulkan. Selain itu,
dimungkinkan juga akan timbul permasalahan baru diantara isteri
pertama dan kedua, apabila mereka beranggapan pada saat pemenuhan
haknya suami belum bisa berlaku adil pada keduanya. Kedua apabila
permohonan tersebut tidak dikabulkan, maka calon isteri kedu tersebut
gagal dinikahi, namun tetap bisa pemohon membantu wanita tersebut,

yakni: dengan membantu mengenalkan calon suami untuk wanita tersebut

" Nurul Ismi Rohmatika, Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami dengan Alasan
Menolong Perawan Tua (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul No.644/Pdt.G/2016/Pa.Btl),”
(Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).
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sehinnga pemohon bisa lebih berfokus untuk mengurus isteri serta anak-
anaknya. Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian yang saya kerjakan
adalah mengenai perizinan poligami oleh Pengadilan Agama, sedangkan
perbedaan yakni skripsi ini mengarah ke perizinan poligami yang terjadi
karena untuk menolong perawan tua, namun penelitian yang saya kerjakan
mengenai izin poligami.
E. Tujuan Penelitian
Tujuan pada penelitian ini di tujukan dalam menjawab rumusan masalah
yang tela tertera, sehingga bisa memberikan gambaran secara jelas dan
terperinci, di antaranya:

1. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang Putusan Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya Nomor 83/Pdt.G/2019/PTA.Sby atas Pembatalan
Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Thn.

2. Untuk mendapatkan pengetahuan terkait Analisis Hukum Islam terhadap
Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor
83/Pdt.G/2019/PTA.Sby atas Pembatalan Putusan Pengadilan Agama
Tuban Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Thn.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Sesuai dengan tujuan atas pembahasan tersebut diharapkan mempunyai
hasil untuk penulisan sehingga pembaca dapat menerima manfaat beserta
kegunaannya sebagai berikut:
1. Secara Teoritis

Penulis berharap pada karya tulis skripsi ini bisa menyumbang



13

wawasan baru dalam bidang IlImu Hukum terkhusus pada bidangHukum
Perdata dengan lingkup akademis, di samping sebagai rujukan bagi para
peneliti selanjutnya terlebih bagi yang berkaitan dengan ruang lingkup izin
poligami.
2. Secara Praktis
Hasil penelitian ini penulis berharap bisa bermanfaat bagi masyarakat
luas, juga dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi para peneliti yang
berkenaan dengan ketentuan terkait poligami baik pada Hukum Islam
maupun Hukum positif Indonesia.
G. Definisi Operasional
Supaya tidak terjadi kerancuan saat menafsirkan serta memahami makna
yang terdapat pada skripisi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap
Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 83/Pdt.G/2019/PTA.Shy
atas  Pembatalan  Putusan  Pengadilan =~ Agama  Tuban  Nomor
1749/Pdt.G/2018/PA.Thn Tentang izin Poligami. Oleh karenanya penulis
mengutarakan beberapa konsep kepenulisan ini guna mempermudah pembaca
untuk memahami yang diantaranya:

1. Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan atau ketentuan-ketentuan
dalam Agama Islam, berupa Al-Qur’an Hadist dan Figh berupa pandangan
fugaha’, serta Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitian ini
menggunakan Hukum Islam Maqasid al-shari’ah.

2. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama dengan wilayah

hukum meliputi kabupaten, serta kekuasaan kehakiman bagi rakyat
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pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu
yang diatur dalam Undang-Undang.®
3. Pengadilan Tinggi Agama, merupakan Pengadilan Tinggi tingkat banding
berdasarkan tingkatannya. Pengadilan terdiri atas Pengadilan Tingkat
Pertama, Pengadilan Tinggi (Tingkat Banding), dan Mahkamah Agung
(Pengadilan Tingkat Kasasi).®
H. Metode Penelitian
Pada dasarnya Metode merupakan langkah ilmiah yan di tempuh
dalam memperoleh data dengan tujuan tertentu yang akan diraih.*® Metode
penelitian ini bermaksud memberikan gambaran terkait rancangan penelitian
yang di dalamnya tercakup tahapan-tahapan atau prosedur yang harus dilalui
saat penelitian, dalam menyusun sumber data, beserta dengan langkah yang
mana data tersebut di dapatkan dan diolah kemudian akan dianalisis. Adapun
metode penelitian harus termuat:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian pada karya ini termasuk kedalam penelitian
pustaka (library research), dimana mengkaji terkait Analisis Hukum
Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama serta Putusan
Pengadilan Agama. Penelitian ini bersifat kualitatif yang hasilnya berupa
data deskriptif meliputi data-data tertulis.

2. Sumber Data

 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2003), 15.

®HR. Ridwan, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Raja Grafindo Perdana, 2008), 256.

1% Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012), 2.
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data yang
diantaranya:
a. Sumber Data Primer

Sumber primer merupakan sumber yang didapatkan secara
langsung atau otentik yang menjadi sumber penelitian.** Sumber
data penelitian ini berupa salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya Nomor 83/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan salinan Putusan
Pengadilan Agama Tuban Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Thn.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang merupakan sebagai pendukung dan
pelengkap dari sumber data primer.Mengenai sumber data ini
dikutip dari beberapa buku-buku, kitab-kitab, ataupun literatur yang
masih berkesinambungan dengan penelitian ini.*?

Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
tentang Perkawinan, maupun KHI, pendapat Wahbah Az Zuhaili
dalam kitabnya dengan judul “Fikih Islam Wal Adillatuhu” yang
membahas tentang poligami, Kitab karangan Sayyid Sabiq “Fikih
Sunnah” yang menjelaskan tentang poligami, dan ditambah dengan
Undang-Undang serta refrensi karya tulis ilmiah lainnya yang
berkesinambungan dengan bahasan tentang poligami.

3. Teknik Pengumpulan Data

1 Joko Subagyo, Metode Penelitian Kepustakaan, cet.1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004),
3

2 Amiruddin M. Zainal Asikin,Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2004), 119
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Pada teknik pengumpulan data dibutuhkan dalam menjawab
rumusan masalah yang telah disebutkan dengan teknik dokumentasi, yaitu
teknik dengan menghimpun data meliputi variabel yang sama,melalui
transkip, catatan, buku, ataupun surat kabar dan yang lainnya.

Pengumpulan data pada skripsi ini didapatkan melalui data dari
berkas salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor
83/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan salinan Putusan Pengadilan Agama Tuban
Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Thn.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang didapatkan melalui penggalian atas sumber-
sumber data yang diolah melalui prosedur sebagai berikut:

a. Editing, yakni proses pengecekkan kembali terhadap semua data
yang sudah didapatkan dengan memilah serta menetapkan data
tersebut dari semua aspek yang mencakup berkaitan dengan yang
lainnya.™

b. Organizing, yakni proses penyusunan sumber data dokumentasi
sehingga bisa mendapatkan gambaran yang selaras dengan
rumusan masalah di atas, serta dengan mengkatagorikan data yang
didapatkan dengan data yang berhubungan.**

c. Analizing,yakni melalui cara menganalisis secara berlanjut dari

hasil atas editing serta organizing atas data yang telah didapat dari

'3 Chalid Nurboko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153

% Ibid., 153
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beberapa sumber penelitian, dengan mengkaitkan pada ketentuan

maupu teori yang lainnya sehingga didapatkan suatu kesimpulan.

5. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik untuk menganalisis data ini dengan

menggunakan:

a. Teknik Deskriptif Analisis, merupakan teknik analisis yang

dipakai dengan memaparkan terkait fakta yang aktual secara
sistematis dan telah diketahui, setelah itu akan dianalisis dengan
menarik pemahaman menghasilkan sebuah kesimpulan secara
valid.” Pada bahasan ini penulis mengemukakan perkara Putusan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor
83/Pdt.G/2019/PTA.Sby dimana mengizinkan permohonan izin
poligami yang sebelumnya ditolak oleh Pengadilan Agama Tuban
sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor
1749/Pdt.G/2018/PA.Thn terkait permohonan izin poligami, dan
dalam putusannya Pengadilan Agama Tuban menolak untuk
perizinan poligami tersebut.

Pola Pikir Induktif, yaitu dengan memahami beberapa kaidah
khusus diterapkan dalam contoh umum. Yakni mengambil dari
berbagai khusus yang kemudian diambil sebuah kesimpulan

umum.*®Penulis disini mengemukakannya dari salinan putusan

!> Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,

2010), 86.

18 Ibid., 86.
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Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor
83/Pdt.G/2019/PTA.Sby atas pembatalan putusan Pengadilan
Agama Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Thn tentang perizinan
poligami tersebut.

Sistematika Pembahasan

Supaya proses penelitian terarah dan memudahkan penulis ataupun
pembaca, sebab itu penulis membutuhkan gambaran sistematika pembahasan di
antaranya:

Bab pertama adalah Pendahuluan; Memaparkan terkait latar belakang
masalah, lalu mnyebutkan identifikasi masalah, disusul dengan batasan
masalah, beserta rumusan masalahnya, selanjutnya dengan kajian pustaka,
dilanjutkan dengan tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, dilanjut dengan
memberikan paparan terkait definisi operasional, lalu menyebutkan metode
penelitian, beserta sistematika pembahasanya.

Bab kedua adalah Tinjauan Umum Tentang Poligami; Penulis dalam
bab ini menyebutkan landasan teori yang selaras dengan pokok penelitian ini
yaitu mengenai makna poligami, syarat-syarat poligami, dasar hukum islam
poligami, dasar hukum positif poligami.

Bab ketiga adalah Putusan Pengadilan Tinggi Agama atas Penolakan
Putusan Pengadilan Agama Tuban terkait Izin Poligami.Pada bab ini penulis
menampilkan data penelitian yang telah diperoleh, seperti: Putusan Nomor
1749/Pdt.G/2018/PA.Thn berisi mengenai Kompetensi Absolut dan Relatif

Pengadilan Agama Tuban, Permohonan izin Poligami dan Alasan-Alasan
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Hukumnya, Putusan Pengadilan Agama Tuban dan Pertimbangan Hukumnya.
Kemudian Putusan Nomor 83/Pdt.G/2019/PTA.Sby vyang berisi tentang
Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,
Permohonan Banding dan Alasan-Alasan Hukumnya, serta Putusan Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya dan Pertimbangan Hukumnya.

Bab keempat adalah Menjelaskan tentang kekuatan serta kelemahan
Analisis Putusan Pengadilan Agama Tuban serta kekuatan dan kelemahan
Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dilihat dari segi yuridis
ataupun dari sisi Hukum Islam (Magasid al-shariah).

Bab kelima merupakan bab Penutup; Memuat tentang kesimpulan dan

saran yang dikemukakann oleh penulis.



BAB I1
TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI

A. Dasar-dasar umum tentang Poligami
1. Pengertian Poligami

Poligami, secara etimologis berawal dari bahasa yunani, ialah dari kata
polus yang bermakna tidak sedikit, selanjutnya katagamos itu berarti
perkawinan. Jikadari kata bahasa Yunani tersebut digabungkan, dipahami
bahwa poligami bisa bermakna suatu perkawinan yang dilaksanakan dengan
banyak orang maupun lebih dari seorang untuk menjadi pendamping hidup.
Untuk sistem perkawinan dinyatakan dalam arti seorang pria yang memiliki
lebih dari satu isteri pada waktu yang bertepatan, ataupun bisa dipahami
sebagai seseorang perempuan memiliki suami lebih dari seorang pada waktu
yang bersamaan yang bisa dikatakan sebagai perkawinan poligami.*

Tertera pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari
poligami dimaknai sebagai sebuah perkawinan dengan salah seorang pihak
mengawini atau memiliki seorang yang berlawan jenispada jangka waktu
yang bersamaan.?Soerjono Soekanto berpendapat bahwa poligami ialah
suatu kebolehan untuk menikahi lebih dari seorang peremuan ataupun laki-
laki. Sedangkan menurut Sudarsono yang mengartikan sebagai suatu ikatan

dalam perkawinan yang mana salah seorang pihak mempersunting lebih dari

! Tihami, Fikih Munakahat (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), 351.
2 Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Malang: UIN Malang Press, 2008),
219.

20
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seorang lawan jenis pada waktu yang sama.'Rumusan M. Mujib dalam
mengartikan poligami yaitu suatu perkawinan yang dilaksanakan lebih dari
seorang isteri. Disamping itu, secara singkat Bibit Suprapto dalam
pendapatnya bahwa poligami dilakukan oleh seorang pria yang kawin
dengan beberapa wanita.?

Berdasarkan paparan di atas sehingga dapat ditarik simpulan bahwa
poligami merupakan ikatan perkawinan dengan salah satu mengawini atau
mengawini lebih dari seorang lawan jenis dalam waktu yang sama. Namun
pada definisi ini tidak adanya ketentuan calon ataupun jumlah isteri dalam
berpoligami, tetapi dalam Islam membatasinya sebanyak empat orang isteri.
Batasan menikahi hingga empat orang isteri telah dilegitimasi jumhur ulama.
Kalaupun ada kecenderungan suami menikah lagi, maka disarankan salah
satu dari yang keempat itu haruslah untuk ditalak, sehingga hitungannya
akan masih tetap sejumlah empat orang isteri.?

Landasan hukum diperbolehkan perkawinan hingga batasan beristeri
empat orang difirmankan oleh Allah Swt dalam al-Quran Surat an-Nisa ayat

3:
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! Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 364.

2 Bibit Suprapto, Liku-liku Poligami (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), 71.

® Ibnu Rusyid, Bidayatul Mujtadi Wa Nihayatul Muqtasid, juz Il (Bairut: Dar lbnu As-
shosoh, 2005), 33.
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Dan jika kamu khawatir tidak akan bisa bersikap adil atas (hak-hak)
wanita yatim (apabila kamu ingin menikahinya), jadi nikahilah wanita
lainnya yang engkau sukai: dua, tiga ataupun empat. Lalu apabila kamu
masih khawatir tidak bisa memperlakukan secara adil, maka (nikahilah)
salah seorang saja, atapun bisa hamba sahaya yang engkau miliki.
Demikian itu merupakan lebih dekat kepada tidak berbuat dzalim.*

firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 129:

laem) Vst
Dan engkau sekali-kali tidak akan bisa bersikap adil diantara para
isteri(mu), meskipun engkau sangat ingin berlaku demikian, sebab
itu janganlah engkau terlalu condong(kepada salah seorang yang
kamu cintai), sehingga engkau terlantarkan yang lain hingga
terkatung-katung. Dan apabila engkau mengadakan suatu

perbaikan untuk menjaga diri (dari kecurangan), maka sejatinya
Allah Maha Pengampun juga Maha Penyayang.’

Avyat di atas menguraikan dibolehkannya poligami apabila dibutuhkan
(dengan alasan keraguan tidak akan bisa bersikap adil terhadap para anak
yatim) dengan persyaratan yang terbilang cukup berat yakni menerapkan
sikap keadilan yang sifatnya immaterial. Diterangkan pula pada surat al-Nisa
ayat 129 menuai makna bahwasanya manusia itu kemungkinan kecil untuk
bersikap adil secara mutlak (melingkupi immaterial/rasa cinta) meskipun ia

terbilang sangat ingin mengupayakan secara optimal.®

* Ibid., 77
* Ibid., 79
® Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta : Prenamedia Group, 2016), 97.
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Berbicara terkait sebab turunnya ayat atau asbab al-nuzul surat an-
Nisa ayat 3, ulama al-Shabuni menerangkan dari Urwah ibn Zubair
bahwasanya beliau pernah menemui Aisyah berkaitan dan bertanya dengan
kalam Allah di atas, setelahya pertanyaan Urwah bin Zubair tersebut
mendapat jawaban dari Aisyah:

“wahai keponakanku, intepretasi ayat ini ialah setiap wanita yatim

yang berada dalam tanggungan laki-laki selaku walinya, yang
mana pemakaian harta benda atas keduanya saling tercampur.
Laki-laki yang menanggungnya terpaut pada harta maupun
kecantikan perempuan vyatim yang diampuhnya itu, laluia
berkehendak akan mengawininya tetapi memberii mahar padanya
secara layak, sehingga turunlah ayat yang mengandung larangan
bagi para wali untuk mengawini perempuan yatim yang masih
berada dalam pengampuannya, kecuali apabila ia memberi
kepadanya mahar yang selayaknya didapatkan. Para wali juga
dibolehkan untuk mengawini perempuan- perempuan lainnya yang
baik dan mereka sukai di samping perepuan yatim yang dibawah
pengampuannya.’

Aisyah melanjutkan pembicaraannya: pada waktu itu terdapat orang
meminta pengarahan kepada Rasulullah saw terkait perempuan-perempuan
yang dimaksud setelah ayat ini diturunkan. Sehingga turunlah firman Allah
selanjutnya (Surat an-Nisa ini, juga ayat 127) bahwa:

“mereka meminta fatwa kepadamu tentang orang-orang
perempuan. Katakanlah: Allah akan memberi keterangan
kepadamu tentang mereka, dan juga apa-apa yang dibacakan
kepadamu di dalam kitab (ini) dari hal anak- anak yatim
perempuan yang kamu tidak mau memberikan kepada mereka yang
diwajibkan untuk mereka, padahal kamu akanmenikahinya”.

Dengan itu kemudianAisyah berkata:

“Adapun makna yang dibicarakan kepada egkau pada kitab ini
merupakan ayat pertama itu, yakni ketika kamu khawatir tidak

" Sayyid Sabig, Figih Sunnah, terj. Abdurrahim (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 345.
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akan bisa bersikap adil (bila mengawini) anak-anak yatim, maka
menikahlah dengan wanita (lainnya) yang kamu sukai atasnya.
Dan engkau hendak menikah dengan mereka. Yakni tidak suka
terhadap anak yang dalam pengampuannnya itu karena hartanya
sedikit dan tidak sebaik kecantikannya. Maka dilaranglah dia
menikahi anak itu selama yang diharapkan hanya harta dan
kecantikannya. Baru boleh dia nikahi jikalau maharnya dibayarkan
secara adil.’

Pemaknaan kata dua, tiga ataupun empat sebenarnya ialah dalam
maksud tuntutan untuk bersikap adil terhadap anak yatim. Perlu ditarik
benang merahnya bahwa ayat tersebut, tidak ditujukan dalam mengatur
poligami, sebab poligami sejatinya telah dilaksanakan dan sudah dikenal
sejak awal oleh penganut dari berbagai agama maupun sudah menjadi adat
masyarakat yang diberlakukan sebelum ayat ini diturunkan. Ayat ini
sesungguhnya menerangkan bahwa tidak adanya kewajiban poligami
ataupun menganjurkannya, terkait hukum dibolehkan berpoligami itu pun
dikatakan sebagai pintu kecil dimana orang yang berada di dalam kondisi
darurat saja namun tetap dibebankan syarat kepadanya dengan terbilang
tidak ringan.’

Berdasar pada untaian penjelasan di atas dapat dipemahami
bahwasanya surat an-Nisa ayat3 serta ayat 129 yang ditujukan untuk
menjunjung harkat dan martabat seorang perempuan. Ayat ini pula
mengajarkan kaum pria untuk tidak berlaku semena-mena terhadap kaum

wanita.

2. Syarat-syarat Poligami

& M. Quraish Shihab, Tafsiral-Misbah, cet.IV (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 341.
9 -
Ibid., 342.
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Memiliki isteri melebihi dari seorang melahirkan sebuah kewajiban
bagi seorang suami untuk bisa bersikap adil merupakan prinsip yang sangat
penting. Hal ini merupakan bentuk tujuan dari perkawinan dari ajaran Islam
dengan membuat suatu keluarga menjadi harmonis bilamana suami beserta
isteri atau isteri-isterinya, maupun anak-anaknya bisa hidup didalam
kerukunan, maupun penuh dengan balutan kasih sayang. Tujuan ini telah
dimaksudkan oleh al-Quran Surat al-Rum ayat (21).%°

Seorang muslim yang mengawini lebih dari satu orang isteri, sehingga
ia dibebankan kewajiban untuk menyikapi mereka secara merata termasuk
atas makanannya, kediamannya, pakaiannya, atau bahkan memenuhi jatah
hubungan seksualnya. Namun apabila seorang laki-laki tersebut masih
meragukan dirinya, untuk memperlakukan isterinya dengan tidak berat
sebelah ketika memenuhi apa yang menjadi hak mereka, maka tidak
dianjurkan bagi laki-laki tersebut untuk mengawini perempuan lain.™

Secara sederhana keadilan yang dimaksudkan agar suami tidak boleh
berlaku cenderung sebelah kepada salah seorang dari isterinya atau pilih
kasih dan menelantarkan isteri yang lain.**Termuat pada tafsir al-magrabi
dijelaskan bahwasanya penyebab untuk dapat melangsungkan poligami,
sebagaimana yang dikutip oleh Khoiruddin Nasution ** memaparkan di

antaranya:

10 Titik Triwulan Tutik, Poligami Perspektif Perikatan Nikah: Telaah Konstektual Menurut
Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Jakarta : Prestasi Pustakaraya,
2007), 68.

" Ibid., 69.

2 1bid., 71.

13 Ibid., Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami..., 90.



26

a. Sebab isteri memiliki kemandulan, dimana salah satu atau keduanya
sangat menginginkan keturunan.

b. Sebab suami memiliki hasrat seks yang terbilang tinggi, namun sang
isteri tidak sanggup dalam melayani sesuai dengan kemauan suami.

c. Apabila suami memiliki kekayaan yang berlimpah untuk bisa
membiayai semua kebutuhan keluarga, mulai dari kebutuhan isteri,
hinga apa saja yang dibutuhkan oleh anak-anak dari perkawinan
mereka.

Sedangkan jika mengutip pendapat dari Arij Abdurrahman As-Sanan
memaparkan bahwasanya persyaratan poligami itu terdiri dari:

1) Batasan maksimal adalah empat orang isteri

Islam hanya melegalkan seorang laki-laki apabila hendak
berpoligami dibatasi hanya bisa menikahi empat orang isteri seperti
yang sudah tertera dipenjelasan sebelumya.

2) Memperlakukan adil kepada semua isterinya

Allah telah menyerukan kepada lelaki yang hendak berpoligami
supaya bisa menjunjung sikap keadilan sebagaimana yang sudah

difirmankan dalam Q.S. An-Nisa ayat (3):**
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14 Ibid., Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan.., 77.
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Maksudnya ialah apabila engkau khawatir tidak bisa
memperlakukan secara adil atas empat isterimu, menikahlah
hanya dnegan tiga orang saja, namun apabila tidak mampu juga,
maka cukup dua saja, namun apabila masih tidak
menyanggupinya, maka nikahilah seorang isteri saja ataupun
mengawini para budak yang engkau miliki. Maksud dari adil disini
ialah menyamaratakan pada sesatunya perihal yang menjadi
tanggung jawab seseorang bukan perbuatan yang tidak ia mampu
melaksanakannya.’®

Pada Tafsir ayat yang dikemukakan oleh Imam Ath-Thabari
terhadap ayat diatas berisikan: Menikahlah kamu kepada perempuan
dengan batasan yang aku izinkan bagimu, yakni dua tiga, ataupun empat,
apabila kamu bisa menghindar dari sikap kezaliman terhadap para isterimu
yang lain, namun apabila kamu mengkhwatirkan berlaku zalim terhadap
isteri tersebut, maka kamu dapat mengawini hamba sahayamu,
dikarenakan hal itu lebih baik bagi kamu untuk menjalankan kewajibanmu
atas mereka sebagaiman hal tersebut tidak seperti tanggung jawabmu atas
perempuan-perempuan yang merdeka, hal ini dimaksudkan untuk kamu
lebih aman dari perbuatan zalim dan dosa.'®

Surat An-Nisa ayat (3) memaparkan bahwasanya apabila kamu
mengkhawatirkan karena tidak bisa bersikap adil atas anak-anak yatim
(yang sedang kamu tanggung biaya hidupnya kemudia kamu
mempersuntingnya) maka janganlah kamu untuk memperisteri mereka,
jahuilah beriskap tidak adil terhadap isteri, dan janganlah engkau

mengawini dua, tiga, maupun empat perempuan dimana kamu masih ragu

'3 Ibid., Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan.., 77.
% Arij Abdurrahman As-Sanan, Al-‘adlu Baina Az-Zaujaat: Memahami Keadilan
Dalam Poligami (Jakarta: Global Media, 2003), 33.
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tidak dapat bersikap adil atas mereka. Demikian juga ketika kamu tetap
khawatir untuk tidak bisa mencukupi hak atas isteri, sehingga cukuplah
bagimu mengawini hamba sahaya yang egkau tanngung biaya hidupnya.’

Selain itu, arti adil dalam ayat tersebut masih berarti umum yang
mana masih menghimpun setiap arti keadilan. Namun kata yang masih
bersifat general ini selanjutnya di takhsis (dikhususkan), dengan ayat lain
yang hanya mampu untuk dinyatakan oleh manusia. Firman Allah SWT

dalam Q.S. an-Nisa ayat 129 berbunyi berikut ini:
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egjds ool EST0LE S 0 gops 35 cledd) (g 1SS O paaitd 1
84 < o g B o 86 2 0 @ e
L) Nsae QS A 0L 152355 1o3lias Ol rHEALY
Dan engkau sekalinya tidak akan bisa untukbersikap adil di
antara para isterimu, meskipun engkau sangat ingin bersikap
sedemikian, sebab hal itu janganlah engkau sangat condong
(kepada salah satu yang engkau sangat cintai), sehingga
engkau terlantarkan yang lainnya. Bilamana engkau menuju

intropeksi diriserta menjaga diri (dari kecurangan), sejatinya
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*®

Kandungan pada ayat ini bisa dikatakan mustahil bahwasanya kita
dapat berlaku adil ataupun tidak berat sebelah diantara para isteri, hingga
tidak terdapat kecenderungan (kepada salah satunya). Wujud keadilan
yang dimaksudkan ialah keadilan yang dapat dibuktikan, melalui usaha-

usaha dengan telah mengerahkan semua potensi yang ia miliki. Sebab

" Ibid., 34.
'8 Ibid., Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan..., 99.
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ketika memakasakan melebbihi batas kemampuannya maka hal tersebut
dinilai sebagai bentuk kezaliman.
3) Mampu dalam hal menafkahi.

Seseorang tidak dianjurkan untuk menikahi seorang perempuan
apabila ia belum mampu memberikan nafkah kepada secara berkelanjutan.
Menurut dari pendapat Yusuf Qardhawi, makna adil pada tatanan praktis
ialah suatu bentuk kepercayaan pada dirinya sendiri, bahwasanya dia bisa
bersikap adil kepada isteri-isterinya dalam memenuhi kebutuhannya
berupa makanan, minum, juga meliputi sandang, maupun tempat berteduh,
hingga dalam urusan bermalam dan mendapatkan nafkah. Jika suami
tersebut masih meragukan akan kapasitas kemampuan dirinya dalam
memenuhi hak-hak tersebut dengan adil dan imbang, tentu haram
hukumnya bagi dirinya untuk menikah lebih dari seorang.®

B. Dasar-dasar Hukum Tentang Poligami

1. Dasar Hukum Islam Tentang Poligami

Jumhur ulama pun bersepakat bahwasanya poligami adalah
diperbolehkan, namun hal itu tidak membuat poligami menjadi bentuk
kewajiban atas kaum muslimin. Dasar disyariatkannya poligami merujuk
pada Al-guran, hadis Rasulullah, beserta ljma diantaranya ialah:

a) Pada Al-Quran dipaparkan oleh Allah Swt dalam Q.S. an-Nisa’ ayat
3):

¥ yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, terj. Abu Sa’id Al-Falahi (Jakarta:
Robbani Press, 2000), 214.
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Dan apabila engkau khawatir tidak akan bisa bersikap adil
pada (hak-hak) perempuan yatim (dan bilamana engkau
mengawininya), sehingga kawinilah wanita (lain) yang engkau
sukai: baik itu dua, tiga ataupun empat banyaknya. Lalu
apabila engkau mngkhawatirkan tidak akan bisabersikap adil,
maka (kawinilah) seorang saja, ataupun bisa budak yang
engkau miliki. Demikian itu ialah lebih mendekati untuk tidak
berlaku dzalim.”

Ayat ini melegalkan seorang laki-laki mempunyai isteri tidak lebih
dari batasan yang telah disyariatkan. Huruf wawu pada ayat diatas
berkedudukan sebagai badal (ganti), dengan arti menikahlah kepada tiga
orang jika bukan dua orang, maupun empat orang dan apabila bukan tiga
orang. Diperbolehkannya untuk berpoligami ketika dalam kondisi darurat,
semisal isteri tidak bisa memberikan keturunan. Apabila berpandangan
pada agama Islam anak merupakan salah satu dari tiga human investment
atau amal jariyah yang berguna ketika manusia tersebut telah tiada.
Maksud atas ayat al-Quran pada Surat al-Nisa’ ayat (3) tersebut
diperbolehkan poligami, namun tetap ada batasnya yakni sejumlah empat
orang. Disisi lain, ayat tersebut juga menyeru supaya seorang suami yang
hendak berpoligami dapat bersikap adil terhadap isteri-isterinya.

Kemudian ayat tersebut juga memberikan anjuran untuk menikah dengan

satu isteri saja, apabila sikap keadilan tersebut masih diragukan akan

20 |bid., Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan..., 77.
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ketakutan dalam hal tidak dapat bersikap adil maka perilaku itu mendekati
perbuatan dzalim.

b) Dasar hukum selanjutnya dari hadits sebagai rujukan ialah:
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Bahwa Ghailan bin Salamah Ats Tsaqgafi ketika muallaf saat itu
ia memiliki isteri sebanyak sepuluh orang dari masa Jahiliyah.
Dan kesepuluh isteri tersebut memeluk Islam juga. “Nabi SAW.

memerintahkan supaya hanya memilih empat SAJA dari
mereka".?

c) Adapun dalil dari ijma yaitu disepakati oleh kaum muslimin terkait
kehalalan poligami baik secara perbuatan ataupun ucapan mereka
semasa Rasulullah saw hingga pada saat ini. Terdapat sahabat Nabi
melangsungkan poligami sebagaimana sahabat Umar bin Khattab,
Muawiyyah bin Abi Sufyan, Ali bin Abi Thalib, ataupun Muaz bin
Jabbal radhiyallahu ‘anhum.?

Generasi terdahulu (salaf) dan generasi masa kini (khalaf) dari umat
Islam menyepakati melalui perbuatan maupun fatwa bahwasanya poligami
itu hukumnya halal.?*Sebagaimana hukum menikah bisa dikatakan wajib,
sunnah, maupun makruh disesuaikan dengan kondisi mukalaf tersebut
yang menjalankannya. Begitupun dengan hukum poligami tergantung pada

keadaan seseorang laki-laki dan seberapa tingkat kebutuhannya terhadap

! lmam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah Al-Tirmidzi, Jami’ Al-Tirmidz, Hadits
No.1156 (Beirut: Darul Kitab Al-l1Imiyah, 2004), 347.

22 |bid., Arij Abdurrahman As-Sanan, Al-‘adlu Baina Az-Zaujaat.., 29.

2 Umar Abdullah, Ahkam Asy-Syari’ah Al-lslam iyyah Fi Al-Ahwal Asy-Syaksiyyah
(Beirut: Dar al-Qutub, 1998), 190.
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poligami, tentunya juga dinilai dari tingkat kemampuannya guna terpenuhi
hak isteri-isteri.?*

Pada asasnya, poligami itu dihukumi mubah (boleh) sebagaimana yang
termuat pada Q.S an-Nisa ayat (3). Apabila persyaratan tersebut tidak
dapat dipenuhi dan suami memiliki keyakinan bahwasanya akan
terjerumus kepada kezaliman jika menyakiti isteri-isterinya, juga
dikhawatirkan hak-hak mereka tidak dapat dipenuhi, dengan demikian
hukum poligami berubah menjadi haram.®

Adapun dari pandangan tokoh ulama masa kini yang berpandangan
bahwa Beberapa contoh kondisi bahwa poligami merupakan solusi
kemashlahatan manusia yaitu pertama, masa subur laki-laki lebih panjang
dari masa subur perempuan, sedangkan laki-laki memiliki daya seks yang
tinggi, sementara sang istri tidak mampu mengimbanginya. Kedua,
mungkin akibat peperangan jumlah perempuan lebih banyak daripada
jumlah laki-laki. Untuk menjaga kehormatan wanita agar terjerumus
kepada perbuatan zina, maka poligami solusi terbaik. Ketiga, Istri mandul,
sementara suami menginginkan anak untuk melanjutkan keturunannya.?

Selain alasan di atas, pemaparan lebih lanjut mengenai alasan adanya
bentuk poligami dalam masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam

klasifikasi berikut:?

225,

2 bid., Arij Abdurrahman As-Sanan, Al-‘adluBaina Az-Zaujaat.., 32.
25 H
Ibid., 33.
?® 1bid., M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah.., 607.
2" M. Hasyem, Hak-Hak Wanita Dalam Islam (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000), 224-
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Menstruasi

Sebagian orang lainnya menisbahkan poligami pada haid
bulanan wanita dan ketidak sanggupannya untuk mengadakan
hubungan seksual selama masa haid, kelelahan setelah
melahirkan dan pematangannya dalam segi kehidupan seksual
kehidupan dan kesibukannya dalam menyusukan anak-anaknya.
Haid bulanan pada si wanita sebagaimana juga kelesuannya
setelah melahirkan, menempatkan si wanita dan suaminya
dalam posisi seksual yang berbeda dan menimbulkan situasi
wanita lain. Namun tidak ada dari kedua faktor tersebut di atas
yang sendirinya menjadi penyebab poligami, kecuali apabila
sungguh- sungguh ada halangan moral atau sosial yang
mengekang pria dari memuaskan nafsu sosialnya dengan
mengambil wanita simpanan secara bebas. Oleh karena itu
kedua faktor tersebut, hanya akan efektif apabila ada keadaan
yang menghalangi pria untuk bertindak keras sepenuhnya
dalam keserba bebasan seksual.

Masa subur wanita terbatas.

Sebagian dari orang berpendapat bahwa faktor terbatasnya usia
reproduktif wanita, yakni masa menoupose, adalah salah satu
penyebab poligami. Dalam kasus-kasus tertentu, seorang wanita
mungkin mencapai masa menopause sebelum melahirkan cukup

banyak anak, atau setelah anak yang lebih tua meninggal.



34

Hasrat pria untuk mempunyai anak, serta ketidaksukaannya
untuk menceraikan istrinya yang pertama, dengan demikian,
menjadi sebab ia mengawini istri yang kedua dan Kketiga,
sebagaimana kemandulan istri yang pertama merupakan suatu
sebab lain bagi pria untuk mengawini istri yang kedua.

Faktor ekonomi

Faktor ekonomi juga diajukan sebagai penyebab poligami.
Dikatakan bahwa di zaman dahulu, tidak seperti di zaman
sekarang, mempunyai banyak istri dan anak adalah
menguntungkan pria secara ekonomis. Kaum pria biasa
menyuruh para istri dan anaknya bekerja sebagai budak, dan
sekali-kali menjual anaknya. Sumber perbudakan bagi banyak
orang bukanlah perampasan dalam peperangan, ayah mereka
telah membawa mereka dan menjual mereka kepasar.

Hal ini menjadi salah satu sebab poligami, karena seorang pria,
dengan mengakui si wanita sebagai istrinya yang resmi, dapat
beroleh keuntungan karena memperolen banyak anak.
Pelacuran dan seks bebas tidak dapat memberikan keuntungan
bagi pria tersebut. Namun seperti telah kita ketahui, hal ini
dapat diasumsikan sebagai penyebab munculnya poligami

dalam seluruh keadaan.

d) Faktor jumlah suku
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Kepentingan untuk mempunyai jumlah anak yang besar, dan
tambahan apa pun terhadap jumlah anggota keluarga, dengan
sendirinya merupakan faktor lain yang menjadi sebab-sebab
poligami. Salah satu hal yang membedakan pria dengan wanita
ialah bahwa jumlah anak yang dapat diperoleh seorang pria
yang bergantung pada jumlah wanita yang dimilikinya. Seorang
pria mungkin memperoleh ribuan anak dari ratusan isteri.

Di masa lampau tidak seperti masa Kini, jumlah anggota
suku dipandang sebagai faktor sosial yang penting.Suku-suku
dan komunitas biasa berusaha dengan segala daya untuk
menambah jumlahnya dan menyingkirkan segala unsur yang
membatasi setiap penambahan jumlahnya. Suatu sumber
kebanggaan bagi mereka adalah jumlah besar anggota sukunya.
Tenanglah bahwa poligami dapat menjadi satu-satunya sumber
untuk memperbanyak jumlah anggota suku mereka.

Pernikahan yang ideal dalam masyarakat islam adalah
monogami, sebab pilihan monogami bukan soal pengharaman
sesuatu yang dihalalkan Allah, bukan pula soal pembiaran nasib
perempuan yang dianggap berjumlah lebih banyak dari laki-
laki, juga bukan soal ajaran barat dan timur. Akan tetapi, ini
soal implementasi perintah Al-Qur’an terhadap keharusan
“berlaku adil” dan larangan tindakan aniaya perkawinan.

Seperti halnya Al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 3 “dza>lika
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adna> alla ta’ulu>", monogami lebih memungkinkan orang
untuk tidak berbuat aniaya dan zalim. Sebagaimana yang
terungkap dalam tafsir ath-Thabari (w320 H) dan tafsir as-
Samargandhi (w. 375 H), ayat ketiga dari surat al-Nisa turun
karena orang-orang melakukan poligami tanpa berfikir
mengenai akibat yang akan ditimbulkannya. Mereka takut tidak
berbuat adil terhadap anak yatim tetapi tidak takut akan
melakukan tindak  ketidakadilan  ketika mempoligami
perempuan. Kepada mereka ayat al-Nisa ini diturunkan.Ayat
yang justru digadang-gadang beberapa orang sebagai promotor

poligami.?®

2. Dasar Hukum Positif dan KHI Tentang Poligami
a. Poligami menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 4 dan
pasal 5 telah mengatur, bahwa pada hakikatnya asas perkawinan
adalah monogami akan tetapi poligami diperbolehkan jika memenubhi
syarat- syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Seorang laik-laki
yang beristri untuk dapat melakukan poligami harus mengajukan
permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dengan
membawa kutipan akta nikah yang terdahulu dan surat-surat izin

yangdiperlukan.

%8 Fagihuddin Abdul Qodir, Memilih Monogami  (Yogyakarta: Lkis Pelangi
Aksara, 2005), 37.
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Dalam UU No.1 Tahun 1974, yang berkaitan dengan poligami
adalah pasal 3, 4 dan 5. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut:*°
Pasal 3.

1) Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri.
Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk
beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak
yangbersangkutan.

Pasal 4.

1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang,

sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat Undang-undang ini,
maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di
daerah tempat tinggalnya.

2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi
izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang
apabila:

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai
isteri;

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak
dapat disembuhkan;

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

2% sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 1991), 289.
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Permohonan bisa diajukan jika syarat-syarat dibawah ini
terpenuhi:®
Pasal 5.

1. Adanya persetujuan dari istri.
Permohonan ini akan dikabulkan oleh pengadilan jika
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak

dapat disembuhkan.

c. lIsteri tidak dapat melahirkan keturunan.

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan
keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-
istri dan anak-anak mereka.

Adapun ketentuan-ketentuan yuridis formil yang menjadi
dasar hukum pemberian izin poligami diatur dalam Undang-
undang Nomor 1 Tahun1974 tentang perkawinan, juncto Peraturan
Pemerintah nomor 9 tahun 1975, junto Instruksi Presiden Nomor 1
tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) junto Pasal 43 Peraturan
Pemerintah No.9 tahun1975, menyatakan bahwa ‘Pengadilan

dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih

%0 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Bandung:
Citra Umbara), 76-77.
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dari  seorang apabila  dikehendaki  pihak-pihak  yang
bersangkutan”. Selain itu dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan
“dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang,
sebagaimana tersebut dalam Pasa I3 ayat (2) Undang-undang ini,
maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di
daerah tempat ‘tinggalnya”.31

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur
ketentuan pelaksanaan pemberian izin poligami dalam pasal 43
disebutkan bahwa ‘“apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup
alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka
Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk
beristeri lebih dari seorang”.32

Dianutnya asas monogami dalam ketentuan pasal 3 ayat 1
Undang- Undang Perkawinan mencerminkan pengutamaan
diterapkannya asas monogami dalam setiap perkawinan. Namun
dalam hal kondisi tertentu dan darurat, dimungkinkan adanya
poligami dengan dasar alasan ketat dan persyaratan yang sangat
berat. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk menghargai
pandangan sebagian masyarakat muslim yang membolehkan

poligami dengan syarat harus mampu berlaku adil. Ketentuan

adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitatif saja,

%1 Reza Fitra Ardhian, et.al., “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia
serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama”,” Jurnal Privat Law, Vol. 3, No. 2,
(Juli- Desember, 2015), 103.

%2 Ibid
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karena dalam pasal 3 ayat 2 UU Perkawinan disebutkan dimana
pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk
beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak
yang bersangkutan. Untuk mendapatkan izin poligami dari
Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan
alasan yang dibenarkan. Tentang hal ini lebih lanjut diatur dalam
pasal 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 juga harus mengindahkan
ketentuan khusus yang termuat dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi
Pegawai Negeri Sipil.*
3. Dasar Hukum Poligami menurut KHI.

Sedangkan prosedur poligami diatur dalam Kompilasi Hukum

Islam (KHI) bab IX yaitu pasal 56-59. Sebagaimana berikut:**

1. Memiliki isteri lebih dari seorang dengan waktu yang
bertepatan, batasannya hanya boleh menikah hingga empat
isteri saja.

2. Persyaratan yang utama bagi suami ketika beristeri lebih
dari seorang, ialah suami diharuskan mampu dalam

bersikap adil terhadap isteri-isteri beserta anak-anaknya.

% Edi Darmawijaya, “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif: Tinjauan Hukum
Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia,” Jurnal Ar-Raniry, Vol. 1 No. 1, (Maret, 2015), 35.

% Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Cet. 3 (Bandung: CV. Nuansa
Aulia, 2012), 16-17.
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3. Namun ketika syarat utama yang dijelaskan tersebut tidak
bisa untuk dipenuhinya, maka suami tidak dianjurkan untuk
menikah kembali lebih dari seorang.

4. Suami yang berniat beristeri melebihi dari seorang haruslah
memperoleh izin dari Pengadilan Agama, dengan proses
pengajuannya dikerjakan sebagaimana yang telah tertuai
pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

5. Perkawinan yang dilaksanakan dengan isteri yang kedua,
yang ketiga, maupun dengan isteri keempat yang tidak
adanya izin dari Pengadilan Agama, perkawinan tersebut
tidak memiliki kekuatan hukum.

Dengan demikian perkawinan poligami dianggap sah apabila
memenuhi ketentuan hukum materiil, yaitu telah dilakukan sesuai dan
dengan memenuhi syarat-syarat dan rukunnya menurut hukum Islam,
dan telah memenuhi hukum formal, yaitu dilakukan setelah mendapat
izin dari Pengadilan yang membolehkan untuk melangsungkan

perkawian poligami tersebut.®

% Ibid, 105.
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PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TUBAN NO.1749/Pdt.G/2018/PA Tbn.
DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
NO.83/Pdt.G/2019/PTA.Shy.

A. Kewenangan Absolut Maupun Kewenangan Relatif Pengadilan Agama
Tuban
Peradilan Agama bertugas sebagai pelaksana pada ranah kekuasaan
kehakiman yang ditujukan untuk keadilan hukum bagi orang Islam, terkait
dengan kasus perdata khusus, yang telah tertuai pada Undang-
Undang. * Dalam hal itu Pengadilan Agama Tuban yang menjadi
Pengadilan tingkat pertama dengan batas wilayah hukumnya di tingkat
kabupaten. Adapun terkait dengan tugas kewenangan ataupun kekuasaan
kehakiman pada hukum formil di Indonesia dikenal dengan dua jenis
kompetensi ataupun disebut sebagai absolut beserta kewenangan relatif.
1. Kompetensi Absolut Pada Pengadilan Agama Tuban.

Kompetensi absolut ialah terkakhir dengan masalah
kewenangan bagi lembaga peradilan dibedakan melalui klasifikasi
pengadilan, yakni berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam
mengadili, jika diahli bahasakan dalam bahasa Belanda sebagai
,attributie van rechtsmacht’, sesuai dengan fungsi dan perannya
peradilan  harus dinyatakan tidak memiliki wewenang dalam

memeriksa serta mengadili suatu kasus yang tidak termasuk kedalam

! Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2003), 15.

42
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kewenangannya, hal tersebut tidak bergantung atas ada ataupun tidak
adanya bantasan (eksepsi) dari pihak tergugat, hal ini dapat dilakukan
pada saat permulaan pemeriksaan.?

Ruang lingkup yang termuat pada kewenangan absolut bagi
Pengadilan Agama, termaktub di dalam Undang-Undang yang bebunyi
bahwasanya Pengadilan Agama yang tugasnya ialah memeriksa,
memutus beserta menuntaskan setiap perkara pada tingkat pertama
diantara orang-orang muslim yang meliputi bidang perkawinan, waris,
wakaf, hibah, shadagah, infak, maupun zakat, beserta tambahanya
pada ekonomi syariah dengan dilaksanakan berdasarkan pada hukum
Islam.® Selanjutnya dalam jenis perkara tersebut dilangsungkan oleh
orang Non Musmlim maka dasar hukum yang digunakan bukan
dengan hukum Islam, kasus tersebut dilihat dari sisi absolutnya
dimasukkan pada kompetensi Peradilan Umum.*

Maksud atas penjelasan bagi orang-orang dengan beragama
Islam pada pasal terkait dimaksudkan pada orang atau lembaga hukum
yang menundukkan dirinya tanpa adanya paksaan dari hukum Islam
terkait segala yang telah ada kedalam kewenangan Peradilan Agama
selaras dengan aturan pada pasal ini.’Mengenai kasus yang menjadi

kompetensi Pengadilan Agama Tuban adalah:

2 Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama (Bogor : Ghalia Indonesia,
2012), 119.

% pasal 49 ayat (1), Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

* 1bid., Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara.., 119.

> Ibid, 119.
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1) Pada bidang perkawinan yang mencakup :

Jenis kompetensi yang dimaksud ialah sesuatu yang
tercakup pada undang-undang perkawinan yang berlaku beserta
saat dilangsungkan sesuai dengan syariah Islam, antara lain
seperti berikut:®

a) Pengajuan izin poligami
b) Pengajuan izin perkawinan di bawah umur atau
dispensasi nikah
¢) Pencegahan terhadap perkawinan
d) Pengajuan Pembatalan nikah
e) Pengajuan cerai talak
f) Pengajuan gugatan terkait sikap lalai atas tanggung jawab
antara suami maupun Isteri
g) Pengajuan gugatan perceraian
h) Penyelesaian harta gono-gini
i) Permohonan dalam penguasaan anak-anak,
2) Wasiat
3) Waris
4) Wakaf
5) Zakat
6) Hibah

7) Shodagoh

® Ibid., Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara.., 120.
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8) Infaq
9) Ekonomi Syariah
Bidang perkara yang telah disebutkan diatas menjadi bagian dari

kompetensi absolut pada Pengadilan Agama, demikian pengadilan

lain tidak berhak dalam menerima memeriksa mapun

mengadilinya.’

2. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Tuban
Kompetensi Relatif di dalamnya mengatur terkaitpembagian

tugas untuk mengadili tugas-tugas yang dibebankan pada Pengadilan
Agama bergantung wilayah tempat tinggal pihak penggugat ataupun
tergugat. Kekuasaan Relatif (disteributie vanrechtsmacht') pada
prinsipnya merupakan suatu kekuasaan pengadilan yang berwenang
pada wilayah dimana tergugat berdomisili (,actor sequator forum
rei’). Khusus bagi permasalahan gugatan perceraian yang diajukan
oleh isteri sebagai pihak penggugat pada lingkungan Peradilan Agama,
maka kewenangan relatif berada pada tempat tinggal Penggugat
(Isteri).® Terdapat perbedaan antara tempat kediaman dengan tempat
tinggal, tempat tinggal seseorang ialah tempat yang digunakan oleh
seseorang yang mana sebagai tempat utama dalam bertempat tiggal,
hal ini bisa dibaca dari kartu identitasnya. Adapun mengenai kediaman

berarti tempat yang ditinggali oleh seseorang untuk sementara waktu.’

" Ibid., 122.
% Ibid., 123.
° Ibid., Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara.., 123.
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Kompetensi Relatif titik pointnya terletak pada wilayah hukum
pengadilan, jika suatu permohonan maupun gugatan diajukan, namun
wilayah hukumnya bukanlah berada pada tempat tergugat, sehingga
pengadilan tidak diharuskan untuk menunggu tergugat mengajukan
eksepsinya, melainkan pengadilan berwenang untuk langsung
menolaknya. '° Terdapat peran penting juga pada Yuridiksi Relatif
dengan Pengadilan Agama yang berwenang bagi pihak yang hendak
mengajukan perkara maupun saat menyampaikan hak eksepsinya.'

B. Deskripsi Putusan PA No.1749/Pdt.G/2018/PA Thn.
1. Deskripsi Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA Thn.

Pengadilan Agama Tuban menerima maupun memeriksa serta
mengadili suatu kasus perdata di tigkat pertama yang telah teregristrasi
dalam Nomor Perkara 1749/Ptd.G/2018/PA.Thn.

Dalam kasus ini hakim yang yang memliki tugas dalam memeriksa

maupun mengadili pada perkara ini ialah sebagai berikut: Drs. H.
SUHARDI, S.H., selaku ketua Majelis Hakim, Drs. H. IRWANDI, M.H.,
Drs. AINUR RAFIQ, M.H., ialah menjadi Hakim anggota, AKHMAD
QOMARUL HUDA, S.H., menjadi panitera pengganti, serta untuk H.
ANSHOR S.H., sebagai moderator.

2. ldentitas Para Pihak

a. XXX, umur 41 tahun, beragama Islam, tingkat pendidikannya

10 H
Ibid
! Rohiman A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2003),
26.
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SMA, perkerjaan Wiraswasta. Sebagai PEMOHON.

b. XXX, umur 41 tahun, beragama Islam, tingkat pendidikan SMA,
bekerja sebagai Ibu rumah tangga. Sebagai TERMOHON.

c. XXX, umur 32 tahun, beragama Islam, tingkat pendidikannya
SMA, pekerjaan Wiraswasta. Sebagai calon isteri kedua Pemohon.

3. Duduk Perkara
Pada tanggal 29 Maret 2018 pemohon mengajukan permohonan
terkait izin Poligami dan permohonan tersebut teregistrasi pada daftar

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dengan Register perkara

Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Thn, dengan alasan berpoligami sebagai

berikut:

a. Pemohon telah beristeri secara sah yaitu Termohon yang telah
melaksanakanperkawinannya dihadapan Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dengan Nomor
Akta Nikahnya 207/103/111/2001 pada tanggal 20 Maret 2001,
dalam pernikahan tersebut isterinya telah melahirkan 2 (dua) orang
anak yang mana anak sulung berumur 17 tahun, serta anak bungsu
umur 5 tahun.

b. Pemohon menyatakan kehendaknya untuk melaksanakan
perkawinan poligami dengan XXX (calon isteri kedua) yang telah
saling kenal dan mencintai selama 2 tahun, dan Termohon telah
mengetahui hubungan yang dijalin olen Pemohon dengan calon

isteri kedua tersebut dan Pemohon ingin berumahtangga dengan
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calon isteri kedua yang telah sama-sama mengetahui keadaan
masing-masing serta calon isteri kedua tersebut sanggup untuk
dimadu. Termohon sebagai isteri Pemohon juga tidak sanggup
melayani kebutuhan biologis atau hubungan badan sesuai
keinginan Pemohon untuk berhubungan setiap hari.

Pemohon telah mengutarakan maksud Pemohon kepada Termohon
dan Termohon juga telah menyetujuinya serta rela untuk
mengajukan permohonan ini guna dimintai keterangan maupun
persetujuan agar menyetujui dan merestui hubungan Pemohon
dengan calon isteri kedua untuk melangsungkan akad nikah antara
Pemohon dengan calon isteri keduanya.

Pemohon sanggup untuk mencukupi kebutuhan lahir batin
Termohon dan bersikap adil atas para isteri Pemohon tersebut, dan
Pemohon yang mengajukan izin poligami ini adalah Wiraswasta
yang berpenghasilan setiap bulannya minimal Rp 5.000.000 (lima
juta rupiah) hingga Rp. 7.000.000 (tuju juta rupiah).

. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak
ada hubungan mahrom saudara maupun sesusuan yang
menghalangi keduanya untuk melaksanakan perkawinan, antara
Termohon dengan calon isteri keduapun juga tidak terjalin
hubungan darah atau ikatan yang lainnya.

Dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah

memperoleh harta gono gini sepanjang perkawinannya dengan
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rincian: 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah dengan luas 72
m2 sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00162 atas
nama Pemohon, 1 (satu) buah mobil merk Toyota type Corona
AT151R MT tahun 1985 warna hijau dengan Nomor Polisi S698
HC atas nama Pemohon, 1 (satu) buah sepeda motor dengan merk
Honda warna putih tahun 2011 dengan Nomor Polisi S 6088 EL
atas nama Termohon.

Beberapa alasan yang sudah disampaikan untuk berpoligami
tersebut, Pemohon memohon guna Ketua Pengadilan Agama Tuban
untuk segera memanggil para pihak pada perkara ini, kemudian untuk
diperiksa dan diadili dengan memutuskan amar utusan yang berbunyi:

a. Dikabulkannya permohonan izin poligami oleh Majelis Hakim.

b. Menetapkan, mengizinkan XXX (Pemohon) untuk berpoligami
dengan menikah lebih dari seorang isteri, yaitu antara pemohon
dengan XXX (calon isteri kedua).

c. Memberikan ketetpan terkait harta gono-gini yang dihasilkan
selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yakni:1
(satu) bidang tanah dan bangunan rumah dengan luas 72 m2
sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00162 atas
nama Pemohon, 1 (satu) buah mobil penumpang merk Toyota
type Corona AT151R MT tahun 1985 warna hijau dengan Nomor
Polisi S698 HC atas nama Pemohon, 1 (satu) buah sepeda motor

merk Honda berwarna putih tahun 2011 dengan Nomor Polisi S
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6088 EL atas nama Termohon.

d. Beban biaya perkara ini ditujukan kepada pihak yang disesuaikan
dengan peraturan yang berlaku.

Bahwasanya saat hari sidang yang ditetapkan, Pemohon mapun
Termohon telah menghadiri sendiri dalam persidangan, selanjutnya
Ketua Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon agar
mengurungkan niat untuk berpoligami sebab beristeri lebih dari satu
berat beban dan tanggung jawabnya. Akan tetapi nasehat Majelis
Hakim tidak diterima oleh pihak yang berpekara, dan tetap pada
permohonan untuk melangsungkan poligami tersebut.

Upaya setelahnya Ketua Majelis menunjuk mediator untuk
proses mediasi yang ditetapkan pada tanggal 26 September 2018
namun upaya dan usaha dalam mediasi tersebut tidak berhasil, sehingga
dibacakanlah dalil permohonan pemohon yang isinya telah diteguhkan
oleh Pemohon untuk tetap berpoligami.

Isi dari permohonan tersebut, Termohon mengutarakan jawaban
tertulisnya pada tanggal 10 Oktober 2018 didalam persidangan yang
isinya adalah:

a. Termohon menerima dan membenarkan dalil permohonan
Pemohon, kecuali yang ditolak secara tertulis dalam jawaban ini.

b. Benar dalil permohonan Pemohon posita 1 sampai dengan 10.

c. Akan tetapi Termohon meminta agar Pemohon tetap istigomah

untuk beribadah kepada Allah SWT, dan tidak ada niatan lain
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untuk permohonan ini.

d. Termohon menghargai sikap Pemohon yang sanggup berterus
terang kepada Termohon dengan mengajukan permohonan ini.

Berdasarkan atas uraian diatas, maka Termohon memohon
kepada Majelis Hakim memeriksa dan berkenan memutuskan
keputusan diantaranya:

a. Mengabulkan permohonan Pemohon secara seluruhnya.

b. Menghukum Pemohon dengan membebankan biaya perkara.

Berdasar pada jawaban Termohon di atas, lalu pemohon
mengajukan replik atas jawaban termohon secara tertulis pada tanggal
24 Oktober 2018 dan Termohon telah mengajukan duplik tertanggal
pada 31 Oktober 2018.

Calon isteri kedua dihadirkan dalam persidangan yang mengakui
bernama XXX, umur 32, beragama Islam, perkerjaan Wiraswasta, dan
atas pertanyaan Majelis menerangkan sebagai berikut:

a. Calon isteri kedua mengakui bernama XXX, berstatus janda cerai
beranak satu yang berumur 7 (tujuh) tahun dan dengan Pemohon
saling sayang menyayangi serta saling cinta mencintai.

b. Calon isteri kedua mengakui telah mengenal Pemohon selama 4
(empat) tahun serta telah melangsungkan perkawinan menurut
agama atau sirri pada bulan Maret 2018.

c. Sebenarnya calon isteri kedua telah mengerti bahwasanya

Pemohon masih terikat perkawinan dan telah memiliki 2 (dua)
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orang anak dan pihak calon isteri kedua mengaku bersedia untuk
menjadi isteri kedua.

d. Calon isteri kedua juga telah mengerti bahwa pendapatan Pemohon
berkisar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) hingga sekitar Rp
7.000.000 (tujuh juta rupiah) pada setiap bulan dan mengakui
setelah nikah sirri, calon isteri kedua diberi nafkah belanja setiap
bulannya kisaran Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) hingga Rp
3.000.000 (tiga juta rupiah).

e. Calon isteri kedua mengetahui harta gono gini yang telah dimiliki
Pemohon dengan Termohon, oleh Kkarenanya tidak akan
menganggu gugat harta bersama tersebut dan antara calon isteri
kedua dengan Pemohon ataupun Termohon tidak terikat hubungan
yang dapat menghalangi perkawinan calon isteri kedua dengan
Pemohon.

Untuk mengukuhkan dalil-dalil permohonan tersebut, maka
Pemohon menyertakan beberapa bukti berupa surat pada form P.1, P.2,
P.3, P.4, P.5, hingga P.15.

Tahap selanjutnya menghadirkan saksi-saksi untuk menjelaskan
hal-hal sebagai berikut:

a. Para saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon
merupakan pasangan suami isteri yang telah sah.

b. Para saksi mengerti Pemohon dengan Termohon dalam pernikahan

sudah memiliki 2 (dua) orang anak.
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c. Para saksi telah mengetahui Pemohon bermaksud akan menikah
lagi dengan XXX (calon isteri kedua), berstatus janda cerai
beranak 1 (satu).

d. Para saksi tidak mengetahui alasan Pemohon untuk berpoligami.

e. Para saksi mengetahui Termohon telah menyetujuhi keinginan
Pemohon untuk berpoligami.

f. Para saksi mengetahui calon isteri kedua dengan Termohon tidak
memiliki hubungan yang menghalangi perkawinan.

g. Para saksi mengetahui penghasilan Pemohon sekitar Rp 5.000.000
(lima juta rupiah) hingga berkisar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah)
pada setiap bulannya.

h. Para saksi mengetahui selama perkawinan berlangsung Pemohon
dengan Termohon sudah menghasilkan harta bersama diantaranya:
1 (satu) unit rumah, 1 (satu) unit mobil Corona, sebuah unit sepeda
motor bermerek Honda.

Dari penjelasan tersebut, Majelis Hakim pada tanggal 27
Nopember 2018 telah melaksanakan sidang pemeriksaan untuk
memeriksa harta bersama Pemohon dengan Termohon sebagaimana
dalam surat permohonan dan hasil dari pemeriksaan tersebut sesuai

dengan yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon.
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4. Pertimbangan dan Dasar Hukum
Sebagaimana kehendak dan tujuan isi permohonan Pemohon
dalam isi pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan
memperoleh izin dari Pengadilan Agama untuk menikah kembali
(berpoligami) dengan XXX (calon isteri kedua).

Menurut putusan tersebut, jika dilihat pada Pasal 49 Ayat 2
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terkait Peradilan Agama yang
telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disusul
perubahan kedua yakni Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
perkara tersebut menjadi kompetensi absolut pada Pengadilan Agama
Tuban.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim telah mengupayakan
perdamaian namun tidak berhasil dan telah diusahakan dengan upaya
mendamaikan, namun juga tidak kunjung berhasil.

Dalil permohonan Pemohon untuk poligami pada pokoknya
adalah karena Termohon tidak mampu melayani atau menuruti
keinginan Pemohon untuk setiap hari melakukan hubungan badan,
sesuai dalam jawaban tertulis 10 Oktober 2018 diakui oleh Termohon
dan menyatakan tidak adanya keberatan jika Pemohon akan
melangsungkan (poligami) dengan isteri kedua tersebut, adapun calon
isteri kedua juga tidak terpaksa menjadi isteri kedua dengan
penghasilan Pemohon sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) hingga

sekitar Rp. 7.000.000 (tuju juta rupiah) setiap bulan.
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Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan
Pemohon sebagai berikut:

“Petitum yang pertama, Majelis Hakim akan mengabulkan
apabila permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah mencapai
syarat formil dan materilnya serta dapat membuktikan kebenaran

’

dalil-dalil permohonan”.
“Petitum yang kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkan
alasan hukum yang memungkinkan Pemohon melakukan
Poligami”.

Berkenaan dengan Pasal 4 ayat 2 pada Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, izin poligami hanya diberikan jika
telah memenuhi syarat alternatif yang terbukti, isteri tidak bisa
melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, isteri mengidap penyakit
ataupun cacat badan yang belum dapat diobati, dan atau isteri yang
mengalami kemandulan (tidak bisa melahirkan).

Pada pernyataan ini, telah terbukti Termohon tidak sanggup
melayani atau menuruti keinginan Pemohon untuk melakukan
hubungan badan setiap hari, dan dapat dikatagorikan Termohon tidak
sanggup melaksanakan kewajibannya sebagaimana seorang isteri.

Berdasarkan Pasal 83 Ayat 1 pada Kompilasi Hukum Islam
(KHI), kewajiban primer sang isteri adalah taat secara lahir serta batin
kepada suami dengan batasan-batasan yang disyariatkan oleh Hukum
Islam.

Terkandung pada Al-Qur’an surat Al-Bagarah Ayat 286 Allah SWT

yang berfirman:
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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannyaa 12

Majelis Hakim sependapat dengan pendapat M. Quraish Shihab
yang dijelaskan pada buku karangannya tafsir Al- Misbah, volume 1,
halaman 751 bahwa tugas-tugas yang telah diamanahkan oleh Allah
SWT terhadap manusia ialah tugas yang mudah maupun lapang
dilakukan. Namun tetap saja setiap orang mendapati kesulitan dalam
melaksanakan tugas itu pastinya terdapat kemudahan yang diberikan
meskipun sebelumya tidak dibenarkan.

Pertimbangan selanjutnya, kewajiban yang dibebankan kepada
suami dalam mencukupi nafkah kepada isterinya sebagaimana
dikokohkan kedalam Pasal 80 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI),
adalah sebagaimana dengan kemampuan atau penghasilannya yang oleh
karena itu kewajiban isteri dalam melayani suami termasuk dalam
berhubungan badan, juga sesuai dengan kemampuan isteri. Namun hal
tersebut tidak terbukti, Termohon tidak dapat sama sekali melayani
hubungan badan dengan Pemohon. Termohon hanya tidak mampu
untuk berhubungan badan setiap hari, adalah wajar dan manusiawi
apabila Termohon tidak dapat melayani keinginan Pemohon untuk

berhubungan badan setiap hari.

12 Ibid., Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan.., 65.
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Sebab tidak dapat melayani keinginan Pemohon setiap hari
berdasarkan fakta persidangan, Termohon sebagai ibu rumah tangga
disamping menjalankan tugasnya (tanpa pembantu), juga mempunyai
pekerjaan sambilan yang hasilnya untuk menambah kebutuhan rumah
tangganya dengan Pemohon.

Beban tanggung jawab nafkah Termohon dan dua anaknya
adalah Pemohon selaku suami dan sebagaimana dalil permohonan yang
diajukan oleh Pemohon, pengakuan Termohon, serta keterangan dari
calon isteri kedua Pemohon mempunyai seorang anak yang masih
membutuhkan biaya, sehingga nantinya disamping nafkah isterinya
yang kedua, nafkah tersebut juga menjadi beban tanggung jawab
Pemohon.

Sedangkan menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban
memberikan standart melangsungkan poligami sesuai Kebutuhan Layak
Hidup (KLH) untuk seorang lajang di wilayah Kabupaten Tuban tahun
2018 sebessar Rp 2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu
rupiah) dengan penghasilan Pemohon setiap bulannya.

Dengan mengacu pertimbangan diatas dapat dikalkulasikan
berapa biaya yang diperlukan untuk memiliki sebuah keluarga yang
anggotanya terdiri dari seorang suami, dua orang isteri, serta tiga orang
anak di Kabupaten Tuban. Dari pertimbangan tersebut dapat diketahui
bahwa melakukan poligami dengan kondisi dimana isteri masih mampu

melayani hubungan badan, isteri dapat melahirkan, dan kemampuan
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ekonomi Pemohon sebagaimana diuraikan diatas patut untuk
dikhawatirkan kegagalannya. Menciptakan tujuan perkawinan dengan
membentuk keluarga yang berbalut sakinah, dilengkapi dengan
mawaddah, serta rahmah, bahagia, dan kekal. Akan tetapi jika
dilangsungkan dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam
hubungan antara Pemohon dengan Termohon, antara pihak Pemohon
dengan isteri kedua, antara Termohon dengan isteri kedua, dan antara
Pemohon dengan anak-anaknya yang berakibat terbaginya perhatian,
kasih sayang, serta pemberian nafkah dari Pemohon.

Untuk menghindari kemungkinan adanya kerusakan itu harus
lebih didahulukan menghindari kekhawatiran yang buruk daripada

kemungkinan memperoleh kebaikan, sebagaimana kaidah fighiyah:
Saddl s s J3f auiddi 43

Menjauhi kemafsadatan itu adalah lebih utama daripada

menarik kemaslahatan.*®

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dengan mengambil
dari dalil diatas maka meskipun Termohon menyatakan tidak keberatan
apabila Pemohon berpoligami, dan Pemohon juga telah menyanggupi
untuk berlaku adil. Namun oleh karena syarat komulatif yaitu
kemampuan ekonomi Pemohon tidak terpenenuhi, dan syarat alternatif

poligami sebagaimana telah terdapat pada Pasal 4 Ayat 2 Undang-

¥ Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar as-Suyuthi, Ashbah Wan Nadhaair
(Beirut: Dar al-Kutub, 1505), 62.
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak juga terpenuhi, dimana Termohon
masih melaksanakan keewajiban sebagai isteri. Maka Majelis Hakim
memberikan pertimbangan hukum dari permohonan Pemohon untuk
menolak permohonan izin poligami Pemohon. Sebagaimana yang
tercatat dalam petitum kedua harus ditolak dan terhadap petitum ketiga
yang karena petitum kedua ditolak, maka petitum ketiga ini tidak perlu
lagi dipertimbangkan sebab tidak ada urgensinya. Sedangkan dalam
petitum keempat maka pada ranah perkawinan,sehingga dalam Pasal 89
Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah dirubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diganti lagi dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 terkait Peradilan Agama,
sehingga segala biaya pada kasus ini ditujukan kepada Pemohon.
C. Kompetinsi Absolut dan Relatif Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Pengadilan Tinggi Agama,adalahbadan yang berwenangpada kasus
yang ditujukan di tingkat banding. Sebagaimana diketahui bahwa merujuk
pada tingkatan pada pengadilan terbagi atas tiga tingkatannya yakni
Pengadilan pada Tingkat Pertama, selanjutnya Pengadilan Tinggi untuk
tingkat banding, lalu Mahkamah Agung untuk tingkat kasasinya.™
Oleh sebabnya, bagi pihak-pihak yang merasa belum menerima
keadilan atas putusan yang telah diberikan oleh Pengadilan Agama,
mendapat opsi lanjutan dengan menempuh upaya banding serta

mengajukannya kepada Pengadilan Tinggi Agama. Dimana prosedurnya

4 Ibid., HR.Ridwan, Hukum Administrasi Negara.., 256.
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dimulai panitera Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut, lalu
dapat diajukannya banding oleh pihak yang kalah.*
1. Kompetensi Absolut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memiliki tugas dan wewenang
dalam memeriksa serta mengadili suatu perkara yang ditunjukan oleh
pihak yang masih menginginkan keadilan melalui tingkat banding.
Adapun Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berwenang serta bertugas
dalam mengadili suatu perkara baik itu pada tingkat pertama ataupun
pada tingkat banding, serta dapat mengadili perkara antar Pengadilan
Agama yang termasuk kedalam wilayah hukumnya.
Merujuk kepada ayat (1) dan (2) pada Pasal 51 Undang-undang
No.7 tahun 1989, bisa ditarik sebuah kepahaman bahwasanya Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya diberi kewenangan dalam hal memeriksa beserta
mengadili suatu perkara yang telah diajukan pada tingkat banding.
Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut telah diamanatkan dalam
pasal 49 ayat 1 sebagaimana yang telah menjadi tupoksi dari Pengadilan
Agama yang bunyinya :
“Pengadilan Agama memiliki kewenangan dan tugasnya dalam
memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara-perkara di tingkat
pertama, baik itu perkara di bidang Perkawinan kewarisan wakaf dan
hibah yang dilaksanakan berdasar pada hukum Islam, serta pada ranah

ekonomi syari’ah dianatara orang-orang yang beragama Islam”.

' Ibid., Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara.., 9.
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Kewenangan lain yang menjadi tugas dari Pengadilan Tinggi Agama
ialah bertugas dalam pengawasan pada jalannya peradilan, hal tersebut
dimaksudkan supaya roda peradilan dilaksanakan secara wajar dan
seksama, yakni dilaksanakan selaras dengan asas Peradilan Agama
sederhana, cepat, juga biaya yang ringan.

. Kompetensi Relatif Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya kedudukan hukumnya berada di
Surabya atau biasa dikenal sebagai ibukota propinsi Jawa Timur, yang
beralamat pada Jalan Mayjen Sungkono No. 7 Surabaya 60225.
Membahas mengenai wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya mencakup Provinsi Jawa Timur, dengan jumlah 37 Pengadilan
Agama yang kedudukan hukumnya berada pada kota maupun kabupaten,
terdapat pengecualian untuk wilayah hukum Pengadilan Agama Kangean
beserta Bawean, dimana kedudukan hukumnya pada wilayah ibukota
kecamatan. Bersandar pada Keputusan Menteri Agama RI Nomor 589
Tahun 1999 mencakup Pengadilan Agama se-Jawa Timur
diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kelas, yang terdapat berjumlah 11
Pengadilan Agama merupakan kelas 1A, untuk kelas IB berjumlah 22

Pengadilan Agama, serta sejumlah 4 Pengadilan Agama untuk kelas II.



62

D. Deskripsi Putusan Perkara Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor
83/Pdt.G/2019/PTA.Shy.
1. Deskripsi Putusan No 83/Pdt.G/2019/PTA.Shy.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya diberikan amanat dalam
memeriksa serta mengadili suatu perkara yang berkenaan dengan perdata
pada tingkat tingkat banding terhadap putusan hakim Pengadilan Agama
tingkat pertama, termasuk pada Putusan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Thn
tanggal 12 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan kalender Islam
tanggal 4 Robiul Akhir 1440 Hijriyah. Selanjutnya Pemohon mengajukan
permohonan di tingkat banding tertanggal 26 Desember 2018, sesuaiyang
tertuaipada akta permohonan upaya banding oleh Penitera Pengadilan
Agama Tuban sebelumnya, dimana telah diberitahukan kepada Termohon
pada tanggal 07 Januari 2019.

Pada kasus ini, Hakim vyang bertugas untuk memeriksan
sertamengadili ialah di antaranya: Dra. Ummu Salam, S.H., M.H. selaku
Ketua Majelis, Drs. H. Roehan El Ghani, S.H. dan H. A. Afandi Zaini,
S.H., S.Ag, M.M. yang merupakan para Hakim Anggota.

2. ldentitas Para Pihak
a. XXX, umur 41 tahun, beragama Islam, pendidikan SMA, perkerjaan
Wiraswasta. Sebagai PEMOHON, sekarang PEMBANDING.
b. XXX, umur 41 tahun, beragama Islam, jenjang pendidikan SMA,
pekerjaannya seorang lIbu rumah tangga. Sebagai TERMOHON,

sekarang TERBANDING
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c. XXX, umur 32 tahun, beragama Islam, jenjang pendidikannya SMA,
jenis  pekerjaan  Wiraswasta. Sebagai calon isteri kedua
PEMBANDING.

3. Duduk Perkara

Bahwa, dalam mengajukan permohonan banding tersebut
Pembanding memori banding yang tertanggal pada 03 Januari 2019. Seperti
yang termuat pada tanda penerimaan memori banding, yang disusun oleh
Panitera dengan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan diinformasikan
kepada Terbanding. Selanjutnya pemeriksaan akan dilakukan tanggal 08
Januari 2019, namun pada saat itu Terbanding tidak balik mengajukan
kontra memori banding. Sebagaimana yang telah tercatat pada tanda
penerimaan memori banding yang disalin oleh panitera Pengadilan Agama
Tuban, yakni dengan Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn tanggal 29 Januari
2019.

Secara admnistrasinya, pengajuan banding tersebut telah
teregistrasi di buku register perkara pada Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya yang tertanggal 31 Januari 2019, dengan nomor perkara
83/Pdt.G/2019/PTA.Sby. Kemudian sudah diberitahukan baik itu kepada
pihak Pembanding, maupun pihak Terbanding sesuai surat Nomor W13-
A/0040/Hk.05/1/2019 tertanggal 02 Januari 2019.

4. Pertimbangan dan Dasar Hukum
Setelah membaca dan mempelajari pokok masalah dari pengajuan

banding, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam berita acara persidangan,
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pertimbangan hukum, beserta salinan resmi putusan perkara a quo memori
banding yang diajukan Pembanding. Dengan dasar sebagaimana telah
menjadi pertimbangan, hingga diberikan keputusan oleh Majelis Hakim
Tingkat Pertama yang berbunyi menolak permohonan Pemohon atau
Pembanding. Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pendapatnya tidak
turut serta menyetujui, dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis
Hakim Tingkat Pertama yang dianggap kurang tepat. Oleh sebab itu
Majelis Hakim Tingkat Banding, akan mempertimbangkan serta
memberikan putusan ulang menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat
Banding sebagai berikut:

a. Bahwasanya Pemohon masih terikat perkwinan dengan seorang
isteri yang dinikahinya secara sah pada tangal 20 Maret 2001
sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 207/103/111/2001 dan dari
perkawinan tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak.

b. Bahwasanya Pemohon berkeinginan untuk berpoligami atau
beristeri lebih dari seorang dengan wanita lain yang statusnya
seorang janda cerai serta memiliki seorang anak.

c. Bahwa alasan yang mendasari Pemohon ingin berpoligami ialah:

1) Bahwasanya Pemohon sudah akrab dengan calon isteri kedua
selama 2 (dua) tahun dan khawatir melakukan maksiat yang
bertentangan dengan ajaran Agama Islam.

2) Bahwa Termohon telah mengetahui hubungan Pemohon

dengan calon isteri kedua, dan Termohon telah rela serta
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menyetujui maksud  Pemohon untuk  mengajukan
permohonan poligami.

3) Bahwa Termohon sebagai isteri tidak sanggup melayani
Pemohon, yang setiap hari meminta berhubungan badan.

4) Bahwa Pemohon sanggup mencukupi kebutuhan lahir batin
Termohon, dan berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon
apabila sudah diberi izin oleh Pengadilan Agama.

5) Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta
yang berpenghasilan setiap bulan sejumlah Rp 5.000.000
(lima juta rupiah).

6) Bahwa Pemohon telah menyanggupi untuk dapat memenuhi
persyaratan dan kewajiban, sebagaimana yang tertera dalam
Undang-Undang yang berlaku.

7) Bahwa baik pihak Pemohon maupun pihak Termohon
sepanjang dalam perkawinannya, telah menghasilkan harta
bersama sebagaimana yang terlampir dalam permohonan
Pemohon.

Calon isteri kedua Pemohon telah dihadirkan dalam persidangan
dan telah menyampaikan jawaban dalam persidangan dengan pokoknya
perkaranya sebagai berikut:

a. Calon isteri kedua dengan Pemohon telah kenal selama 4 (empat)
tahun sebagai rekan kerja, dan calon isteri kedua sudah kenal baik

dengan Termohon karena sering berkirim SMS.
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b. Pemohon menyampaikan niatnya untuk menikahinya (calon isteri
kedua) sebagai isteri kedua Pemohon, serta calon isteri kedua tersebut
sudah menerima maksud Pemohon serta bersedia menjadi isteri kedua
Pemohon.

c. Tidak terdapat halangan syar’i bagi calon isteri kedua maupun
Pemohon untuk melangsungkan pernikahan.

d. Calon isteri kedua mengetahui pendapatan Pemohon setiap bulannya
berkisaran Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) hingga Rp 7.000.000 (tujuh
juta rupiah), dan isteri kedua tidak akan mencampuri urusan terkait
harta gono gini yang didapatkan oleh Pemohon dan Termohon
sepanjang perkawinannya.

Pembanding mendalilkan Terbanding sebagai isteri tidak dapat
memenuhi hubungan badan Pembanding yang setiap hari memintanya, dan
Terbanding memberikan jawaban tertulis dalam persidangan sebagaimana
tertera di berita acara sidang tanggal 07 Oktober 2018 dan 07 Nopember
2018 mengakui sebagai isteri tidak sanggup melayani Pembanding
berhubungan badan. Oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding
menyatakan  pendapatnya, bahwa pengakuan Terbanding dalam
persidangan telah memenuhi syarat alternatif poligami dan syarat yang
lainnya tidak perlu lagi dibuktikan.

Berdasarkan berita acara sidang tanggal 17 Oktober 2018,
Terbanding baik secara lisan maupun tulisan telah menyetujui serta tidak

keberatan apabila Pembanding menikah lagi. Kemudian dikuatkan dengan
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bukti tertulis P.6 yang ditanda tangani oleh Terbanding, maka Majelis
Hakim Tingkat Banding menyatakan syarat komulatif poligami telah
terpenuhi.

Pembanding menyatakan dalam dalil permohonan untuk
menyanggupi serta menjamin akan kebutuhan dan keperluan hidup isteri-
isteri  maupun anak-anak Pembanding, dikarenakan Pembanding
berpenghasilan setiap bulan minimal sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta
rupiah). Dan hal itu dikuatkan bukti P.9, P.10, P.12, P.13, dan P.14 yang
semuanya merupakan bukti otentik, tentang kepemilikan harta serta
pembuktian dari para saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah atas
pengetahuan sendiri. Bahwa Pembanding berpenghasilan Rp 5.000.000
(lima juta rupiah) hingga Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah), yang
pembuktian para saksi saling menguatkan atas pertimbangan ini. Majelis
Hakim Tingkat Banding mengutarakan pertimbangannya, bahwa
Pembanding adalah orang yang mampu secara finansial. Untuk menjamin
serta mencukupi kebutuhan hidup, untuk isteri-isteri maupun anak-anak
Pembanding.

Pembanding telah menyatakan sanggup dalam hal berperilaku adil
atas isteri-isteri Pembanding dengan bukti tertulis P.9, yang merupakan
bukti untuk menguatkan dalil Pembanding serta dikuatkan oleh para saksi
yang mengetahui sendiri selama ini. Pembanding dikenal sebagai orang
baik dan dapat berlaku adil dan pengakuan Terbanding yang bersedia

dimadu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa syarat
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komulatif telah terpenuhi menurut ketentuan hukum.

Berdasarkan pengakuan calon isteri kedua tidak mempunyai
hubungan mahrom dengan Pembanding ataupun Terbanding, hal itu
diperkuat oleh pengakuan para saksi yang telah disumpah dan tidak dalam
pinangan orang lain serta berstatus janda cerai sebagaimana bukti P.6.
Sebagai bukti otentik, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan
bahwa Pembanding dengan calon isteri kedua tidak terdapat halangan

perkawinan sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

sl G Vs Watag sl o jaE Y alog sl B Lo & (2 J6
SHES

“Tidk diperbolehkan untuk memadu atau menghimpun seorang
wanita dengan bibinya (saudara perempuan dari ayah)
begitupun juga mengumpulkan seorang wanita dengan bibinya
(saudara perempuan dari ibu) H.R Muslim

Pembanding yang diakui oleh Terbanding dan calon isteri kedua
telah sudah mengenal calon isteri kedua cukup lama, kurang lebih 4
(empat) tahun dengan demikian pula Terbanding juga mengenal baik
calon isteri kedua. Sehingga Pembanding untuk menghindari perilaku
yang dilarang oleh Agama dan Undang-Undang, memohon kepada
Pengadilan Agama agar mendapat izin poligami. Majelis Hakim Tingkat
Banding memahami niat baik dan patut mendapat perlindungan hukum,
serta langkah hukum Pembanding tersebut menurut Majelis Hakim

Tingkat Banding ialah upaya menghindari ketidak baikan atau kerusakan.
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Dimana menurut Kaidah Fighiyah, sebagai pendapat Majelis Hakim

Tingkat Banding sebagai berikut:

isbadll Lifs i) o ) Dt

“Pelayan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan
kemaslahatannya ”.*°

Dengan memeriksa harta bersama Pembanding dengan Terbanding yang telah
diakui kebenarannya tersebut, dalam persidangan dan dikuatkan oleh keterangan
yang diberikan oleh para saksi dan dilengkapi dengan bukti otentik berupa P.12,
P.13, P.14. Kemudian disempurnakan dengan sidang pemeriksaan setempat pada
tanggal 27 Nopember 2018, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding
mempertimbangkan bahwasanya telah terbukti. Atas pertimbangan hukum maka
tidak dapat dipertahankan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta
menyatakan pembatalan Putusan Nomor 1749/Pdt.g/2018/PA.Tbn dengan

mengadili sendiri dan mengabulkan Permohonan izin poligami Pembanding.

'8 Ibid., Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar as-Suyuthi, Ashbah Wan Nadhaair..,
83.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

TINGGI AGAMA SURABAYA NOMOR: 83/Ptd.G/2019/PTA.Sby
ATAS PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TUBAN
NOMOR: 1749/Ptd.G/2018/PA.Tbn TENTANG IZIN POLIGAMI

Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor:
83/Ptd.G/2019/PTA.Sby atas pembatalan Putusan Pengadilan Agama
Tuban. Nomor: 1749/Ptd.G/2018/PA.Thn

Berniat meraih nilai sakinah mawaddah warahmah bisa merasakan
anugerah kehidupan, yang merupakan dari maksud utama pada perkawinan.
Seperti halnya dengan terleksanakannya tujuan reproduksi atau disebut
dengan pemenuhan biologis, dengan tujuan menjaga diri yang bernilai
ibadah, secara sendirinya tentu dapat tercapai sebuah cinta dan kasih
ataupun ketenangan jiwa. Dimana yang dimaksud dengan terkait dengan
tujuan-tujuan lainnya, hanya sebagai pelengkap dalam terpenuhinya tujuan
utama tersebut."

Berkenaan dengan perkara dalam putusan Pengadilan Agama Tuban
nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Thn, terkait perizinan Poligami dimana Hakim
Pengadilan menolak untuk permohonan izin poligami Pemohon. Majelis
Hakim memberikan pertimbangan hukum yang diterapkan pada Putusan

nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn sebagai berikut:

! 1bid., Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan..,43.
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Sesuai dengan syarat alternatif dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terbukti bahwa
Termohon tidak sanggup melayani suami untuk berhubungan badan setiap
hari tanpa dijelaskan rincian berapa kalinya dalam sehari. Majelis Hakim
tidak mengkatagorikan ketidak sanggupan Termohon, sebagai isteri yang
tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri. Kemudian
tentang syarat-syarat komulatif yang terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b
Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim
mengacu dari KHL (Kebutuhan Hidup Layak) untuk seorang lajang di Kab.
Tuban tahun 2018 sebesar Rp. 2.650.000. (dua juta enam ratus ribu rupiah).
Sebagai standart dengan kalkulasi biaya tersebut, maka dengan penghasilan
Pemohon untuk sebuah rumah tangga yang terdiri dari seorang suami, dua
orang isteri, dan tiga orang anak belum cukup mampu.

Atas dasar pertimbangan hukum tersebut, meskipun Termoh
menyatakan tidak keberatan berpoligami serta Pemohon memberikan
keterangan sanggup berlaku adil. Akan tetapi syarat alternatif tidak dapat
terbukti dan syarat komulatif tidak terpenuhi, maka permohonan Pemohon
untuk berpoligami ditolak oleh Majelis Hakim.

Setalah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari
secara seksama permohonan Pembanding, menuangkan pertimbagannya
pada acara persidangan pertimbangan hukum. Serta salinan resmi putusan
perkara a quo, dan memori banding oleh Pembanding, dasar pertimbangan

Mejlis Hakim Tingkat Pertama menolak permohon poligami tersebut.
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Namun berbeda dengan Majelis Tingkat Banding yang tidak membenarkan
putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena dianggap tidak
tepat, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan serta
memutuskan perkara ini secara ulang menurut pertimbangan dan pendapat
Majleis Hakim Tingkat Banding sendiri sebagai berikut:

Sebagaimana Terbanding memberikan jawaban tertulis dalam
persidangan, mengakui tidak sanggup memenuhi kebutuhan biologis
Pembanding yang setiap hari meminta jatah dilayani berhubungan badan.
Majelis Hakim Tingkat Banding menggunakan pengakuan Terbanding
sebagai pengakuan murni, dan menurut hukum acara adalah bukti sempurna
mengikat serta harus diterima seutuhnya. Pengakuan Terbanding tersebut
telah memenuhi syarat alternatif, sesuai dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh sebab itu,
menurut Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa tidak perlu
dibuktikan syarat alternatif selainnya.

Adapun tentang syarat komulatif dalam pandangan hukum Majelis
Hakim Tingkat Banding menyebutkan, bahwa baik secara lisan maupun
tulisan dalam peridangan dimana Terbanding telah menyetujui dan tidak
keberatan Pemohon untuk berpoligami. Dikuatkan pula dengan surat P.6
yang ditanda tangani oleh Terbanding dan dibenarkan, maka bukti tersebut
mempunyai bukti kuat dalam perkara ini.

Dengan demikian maka syarat komulatif Pasal 5 ayat (1) huruf a telah

terpenuhi, maka terpenuhi salah satu dari syarat komulatif. Adapun dalam
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Pasal 5 ayat (1) huruf b syarat komulatif Majelis Hakim Tingkat Banding
pada pernyataan dalil permohonan Pembanding, yang sanggup menjamin
keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya dikuatkan dengan bukti
tertulis P.9 P.10 . Serta bukti dukungan berupa P.12 P.13 dan P.14 yang
merupakan bukti otentik, ditambah lagi dengan keteranngan saksi-saksi
dimana Pembanding sebagai wiraswasta yang berpenghasilan setiap bulan
sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) hingga Rp. 7.000.000 (tujuh juta
rupiah).

Syarat komulatif yang terakhir dimana Pembanding memberikan
pernyataan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya, dengan bukti
tertulis P.9 serta dikuatkan oleh keterangan para saksi-saksi yang
mengetahui tentang Pembanding dapat berlaku adil. Adapula keterangan
dari Terbanding selaku isteri pertama yang bersedia dimadu, maka Majelis
Hakim Tingkat Banding memberikan pernyataan dalam putusan bahwa
syarat komulatif pada Pasal 5 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi. Dengan terpenuhinya
semua syarat komulatif, maka Majelis Hakim Tingkat Banding
mengabulkan permohonan Pembanding untuk melangsungkan poligami
terkabul.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur ketentuan
pelaksanaan pemberian izin poligami dalam pasal 43 disebutkan bahwa

“apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk
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beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang
berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang”1

Mengenai perkara diatas maka penulis berpandangan bahwa apa yang
dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Nomor:
83/Ptd.G/2019/PTA.Sby yang telah membatalkan Putusan Pengadilan
Agama Tuban Nomor: 1749/Ptd.G/2018/PA.Thn, dimana mengenai Syarat
alternatif Pemohon telah sesuai dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan. Adapun tentang syarat komulatif
untuk melakukan poligami yang dimana selain dari keterangan tertulis,
maupun keterangan langsung dari para saksi dan yang berperkara.

Penulis berpandangan bahwa pandangan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tuban dengan menggunakan KHL (Kebutuhan Hidup Layak)
sebagai standart kemampuan untuk poligami kurang tepat. Sebab KHL
sendiri dalam Peraturan Menteri Ketenaga Kerja Nomor 21 Tahun 2006
tentang Kebutuhan Hidup Layak, dalam Pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan
bahwa “Komponen dan jenis Kebutuhan Hidup ditinjau dalam waktu Lima
Tahun”. Oleh sebab itu menurut penulis melihat dari perkawinan Pemohon
dengan Termohon yang telah berlangsung dari 2001 tersebut, cukup mampu
untuk melakukan poligami

Dan penulis memandang dengan kebutuhan biologis Pemohon dapat
menjadi alasan diterimanya Permohonan poligami, sebagaimana penulis

megambil pendapat dari Khoirudin Nasutio yang diantaranya:

! Ibid., Reza Fitra Ardhian, et.al., “Poligami dalam Hukum Islam.., 103.
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a. Sebab isteri memiliki kemandulan, dimana salah satu atau
keduanya sangat menginginkan diberikan keturunan.

b. Sebab suami memiliki hasrat seks yang terbilang tinggi,
namun sang isteri tidak sanggup dalam melayani sesuai dengan
kemauan sang suami.

c. Apabila suami memiliki kekayaan yang berlimpah untuk bisa
membiayai semua kebutuhan keluarga, mulai dari kebutuhan
sang isteri, hinga apa saja yang dibutuhkan oleh anak-anak dari
perkawinan mereka.’

Analisis Hukum Islam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Nomor: 83/Ptd.G/2019/PTA.Sby atas pembatalan Putusan Pengadilan
Agama Tuban. Nomor: 1749/Ptd.G/2018/PA.Tbn

Seorang muslim yang mengawini lebih dari satu orang isteri, sehingga
ia dibebankan kewajiban untuk menyikapi mereka secara merata termasuk
atas makanannya, kediamannya, pakaiannya, atau bahkan memenuhi jatah
hubungan seksualnya. Namun apabila seorang laki-laki tersebut masih
meragukan dirinya, untuk memperlakukan isterinya dengan tidak berat
sebelah ketika memenuhi apa yang menjadi hak mereka, maka tidak
dianjurkan bagi laki-laki tersebut untuk mengawini perempuan lain.*

Sebagaimana tertera dalam pembahasan sebelumnya tentang Putusan
Pengadilan Tinggi Agama, yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama

terkait Permohonan izin poligami. Dalam pandangan hukum islam dari

2 Ibid., Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami..., 90
% Ibid., Titik Triwulan Tutik, Poligami Perspektif Perikatan Nikah.., 69.
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Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, untuk memutuskan perkara
permohonan izin poligami sebagai berikut:

Berdasarkan putusan perkara Pengadilan Agama Tuban, bahwa
Termohon terbukti tidak sanggup melayani keinginan Pemohon untuk
berhubungan badan yang dilakukan setiap hari. Bahwa Termohon yang
sebagai ibu rumah tangga tanpa pembantu, juga mempunyai pekerjaan
sambilan, akibat kondisi tersebut Majelis Hakim menilai dengan kondisi
yang wajar dan manusiawi tidak sanggup melayani Pemohon berhubungan
badan setiap hari. Dalam salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama
Tuban memberikan dalil dari Al-Qur’an surat Al-Bagarah Ayat 286 Allah

SWT yang berfirman:
oY) ek Sk Y

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannyaa”

Majelis Hakim didalam putusan tersebut juga mengambil pandangan
dari M. Quraish Shihab dalam buku tafsir Al-Misbah volume 1 halaman
751, terkait ayat diatas bahwa tugas-tugas yang dibebankan oleh Allah SWT
kepada manusia itu mudah dan lapang dikerjakan. Bahkan setiap orang yang
melakukan tugas dengan kesulitan, maka kesulitan itu akan mendatangkan
kemudahan walau sebelumnya tidak dibenarkan.

Dimana Majelis Hakim memberikan pandangan hukum bahwa sesuai
dengan Pasal 83 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berisi

kewajiban utama isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam
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batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam. Dapat disimpulkan dari ayat
diatas kewajiban isteri adalah melayani suami dengan kemampuan isteri,
begitu pula dengan Terbanding yang wajar apabila tidak sanggup melayani
hubungan badan dengan Pemohon setiap hari.

Pandangan Majelis Hakim berikutnya, sebab dengan penghasilan
Pemohon yang dikhawatirkan gagal mewujudkan tujuan membentuk
keluarga yang bahagia kekal sakinnah mawwaddah dan rahmah. Bahkan
dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam hubungan keluarga tersebut,
untuk menghindari kekhawatiran yang sesuai dalil kaidah fighiyah dalam

kitab Ashabah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

slad s e B3 w455

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik
kemaslahatan.

Dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Agama
memutuskan untuk menolak permohonan izin poligami tersebut, yang
dikhawatirkan tidak dapat tercapainya keluarga yang bahagia harmonis
serta kekal. Kemudian Pemohon melakukan banding kepada Pengadilan
Tinggi Agama, setelah berkas serta persyaratan terpenuhi. Majelis Hakim
Tingkat Banding mempelajari serta mengkaji ulang melalui memori
banding, yang dimana Majelis Hakim Tingkat Bannding memutuskan serta
mengadili perkara tersebut dengan pandangan hukum islam sebagai

berikut:



78

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengambill dalil
sebagaimana firman Allah Swt pada Q.S an-Nisa ayat 3:

29,

el Ga 250 Gl G RSO0 atiadl 3 k35 YT 2REs By

1 A 4 A e O3 °, 5 (4 e . P °
Sl 3T BA155 1IR3 VT ks O O B by 3l 53a

% 0%
(I f

4 - & 9/‘" -, ‘/. G. J} -
sdgx3 VT G531 &S O R SOU

Dan apabila kamu mengkhawatirkan tidak akan bisabersikap adil atas
(hak-hak wanita yang vyatim (apabila kamu menikahinya), maka
menikahlah engkau dengan wanita-wanita (lain) yang engkau sukai: baik
dua, tiga maupun empat jumlahnya. Selanjtnya apabila kamu
mengkhawatirkan tidak akan bisa bersikap adil, maka (menikahlah)
dengan satu isteri saja, ataupun dengan budak yang kau punya. Demikian
hal itu merupakan lebih dekat untuk tidak berbuat dzalim.

Menurut pandangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan
ketentuan ayat diatas dengan perkara yang diadili dimana Pembanding telah
terbukti melalui keterangan Pembanding, ataupun dari keterangan para saksi
bahwa Pembanding dapat berlaku adil. Oleh karena itu maka kekhawatiran
tidak dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri Pembanding tidak terbukti,
serta tidak ada halangan untuk Pembanding melakukan poligami sebab
perilaku adil.

Menurut calon isteri kedua yang tidak memiliki hubungan mahrom
dengan Terbanding ataupun dengan Pembanding, yang diperkuat dengan
bukti keterangan para saksi. Calon isteri kedua tidak pula dalam pinangan
orang lain serta berstatus sebagai janda cerai dengan anak satu, dengan bukti
P.6 sebagai bukti otentik dan tidak ada halangan untuk melangsungkan

perkawinan sebagaimana dalil dari hadits Rasulullah Saw:
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e sl G Vg tasteg st s s Y s B o d J2g 06

Artinya: “Tidak diperbolehkan menghimpun atau memadu seorang
wanita dengan bibinya (saudara perempuan dari ayah) pun begitu pula
antara wanita tersebut dengan bibinya (saudara perempuan ibu) H.R
Muslim.

Dalam permohonan Pembanding bahwa untuk menghindari perilaku
yang dilarang oleh agama serta Undang-Undang, dengan memohon kepada
Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan izin poligami. Maka
menurut pandangan Majelis Hakim Tingkat Banding, Pembanding patut
mendapat perlindungan hukum sebab itikad baik dalam upaya menghindari
kerusakan atau ketidak baikan. Majelis Hakim Tingkat Banding
berpandangan yang selaras dengan dalil kaidah fikhiyah dalam Kitab
Asybah Wan Nadhaair halaman 62 yang Majelis Hakim Tingkat Banding

sependapat dan diambil sebagai pendapat sendiri sebagai beikut:
sad s e B3 w455

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik
kemaslahatan.

Dalam pandangan Majelis Hakim Tingkat Banding atas Pengadilan
Agama sebagai institutsi yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan
mengadili permohonan izin poligami, serta sebagai wakil dari negara
seharusnya memberi kemaslahatan bagi warga negara yang memohon
pelayanan. Sesuai ketentuan serta penerapannya maka, Majelis Hakim
Tiingkat Banding mengangkat dalil kaidah fikhiyah dalam Kitab Asybah

Wan Nadhaair halaman 83 menjadi pendapat sendiri sebagai berikut:
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“Pelayan  pemerintah  terhadap rakyatnya itu sesuai dengan
kemaslahatan. ”

Majelis Hakim Tingkat Banding kemudian menyatakan bahwa
permohonan banding dapat diterima (onvanklijk verklaard), serta
membatalkan putusan Pengadilan ~ Agama  Tuban Nomor:
1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn mengizinkan Pembanding  melangsungkan
poligami.

Berkenaan dengan perkara diatas, maka penulis mengambil
pandangan dari pendapat Yusuf Qardhawi, yang menyebutkan bahwa
makna adil dalam tatanan praktis ialah suatu kemantapan pada hatinya.
Apabila dia yakin sanggup berlaku adil diantara para isteri, baik itu dalam
kebutuhan makanan, minuma, sandang, tempat berteduh, maupun jatah
dalam bermalam yang menjadi nafkah. Akan tetapi apabila masih ada
keraguan atas kesanggupan dirinya dalam bersikap secara adil dan rata untuk
pemenuhan hak-hak tersebut, maka hukumnya haram atasnya untuk
melangsungkan poligami.*

Dimana penulis selaras dengan pandangan Majelis Hakim Tingkat
Banding dimana menurut penulis atas pendapat Majelis Hakim pada Tingkat
Banding dengan membatalkan putusan perkara Pengadilan Agama, untuk
menolak serta mengizinkan Pembanding melakukan poligami telah sesuai

dengan seharusnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi

* Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam.., 214 .



81

bahwa ada tiga hal yang menjadikan sesuatu dilarang untuk dilakukan |,

diantaranya:

a. Perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan itu membawa pada
kemafsadatan

b. Kuatnya kemafsadatan daripada kemaslahatan, dan

c. Dalam melakukan perbuatan yang boleh dilakukan kemasadatannya

lebih banyak®

> Nasrun Haroen, Ushul Figh I (Ciputat: PT. Logos Wacana IImu, 1997), 162.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasar pada pemaparan beserta analisis yang telah diuraikan
pada bab sebelumnya, sehingga kesimpulan yang dapat penulis berikan
sebagai berikut:

1. Putusan  Pengadilan ~ Tinggi  Agama  Surabaya = Nomor
83/Pdt.G/2019/PTA.Sby mengizinkan Pembanding untuk melakukan
poligami sebab telah terpenuhinya syarat alternatif dan komulatif
dengan bukti keterangan dan kesaksian yang berperkara serta saksi
untuk melangsungkan poligami, adapun putusan Pengadilan Agama
Tuban Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn menolak dengan sebab syarat
alternatif tidak terpenuhi serta syarat komulatif dimana penghasilan
Pemohon tidak sesuai standart KHL (Kebutuhan Hidup Layak)
seorang lajang di Kab. Tuban apabila hendak berpoligami.

2. Analisis Hukum Islam dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya Nomor 83/Pdt.G/2019/PTA.Sby menggunakan dalilkaidah

fikhiyah:

“Pelayan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan

kemaslahatan”.
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Sebagai Institusi Negara yang menjadi naungan bagi masyarakat dalam
mencari kemudahan atas hukum maupun atas kemaslahatannya.

Adapun Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor
1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn dimana Majelis Hakim mengambil

dalilkaidah fikhiyah:

sladh s e B3 a4

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik
kemaslahatan”.

Untuk menghindari sesuatu yang dikhawatirkan vyaitu tidak
terpenuhinya keluarga harmonis.

Dengan demikian Penulis memberikan kesimpulan atas analisis serta
uraian yang dimana Penulis dalam hal ini lebih condong dari Putusan

Nomor 83/Pdt.G/2019/PTA.Shy.

B. Saran

Menurut Penulis poligami sendiri pada kaidah Hukum Islam
diperbolehkan, namun makna dari kebolehan tersebut tetap dibatasi serta
dengan syarat dapat berlaku adil dalam memenuhi kehidupan keluarganya.
Dan sebagai naungan hukum untuk masyarakat yang hendak melakukan
poligami, Pengadilan Agama atau Instansi lain harusnya memberikan
kemudahan untuk kemaslahatan masyarakat. Terkhusus untuk perkara ini
lebih baiknya dalam ketentuan nafkah poligami ditetapkan sebagai dasar,

agar dapat menjadi acuan hukum bagi kasus lainnya
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